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_ Jakatta,  Okiober 1996

" DRS. DID! WIDAYAD!
KOLONEL POLISI NRP. 49070261




BAB I

BAB Il

oo e -A

_"5&1@';\»:."

CKatPengantar s i e

ENDAHULUA _ _ 3
___Latar Beiakang ;
© Maksud dan TUUAN ..ot
" Ruang ngkup...,.....;:'.'.;'._;'.}_'.:."..'.:.j.'.;;;_'.ﬂ.'.;.'.‘.f".'.'..;.._.:..."..",_
“_::.“':"'Metode Pendekatan ......
| "_'-S:stematlka Penu![san.,;.;_.'_._..;.....,....:..;........._. ............. |

_-Pengertian..'..' ......... o ol ',._....'T.- .....................

\ Pancasi%é Sebagéi Cifa Sy TN 4AR
-_Hukum daiP crgbiiasi= s . . W SV

dnsur—-unsur Negara Hukum lﬂdOHGSla ..................

KONDISI PENEGAKAN HUKUM, MORAL DAN ETIKA
K E B AN G A A e B e e T eeeeeeaenanne
1. (0] 4 T ¢ ¢ OO

2. Perkembangan Kebijaksanaan Penegakkan Hu -

kum fji;ﬁﬁ@ﬁesia .................... .. ”” ” ‘.. ‘... .“ . - ._‘.‘ ..- ...- .... .-....... ‘. ., O S

Kemerosotan Moral dan Efika Kebangsaan ...

Kritik Moral dan Keprihatinan Sosial Poliiik............




v Lampiran

LR

L s D i

Daﬁafpustaka e
~ Pola Pikir -

_ '_-_-'-Aiuf-:_PE_iii:r :

~ Kerangka Pikir

fii




. . ‘ -
- _ @@ @ @ @@ @ @@ -~
. @ -

e - ‘

¢ . o
-
.

‘

S

‘ = = -
> . W% -
< .-




o PENDAHULUAN. o

4 latarBekang

| Kenpan kemasyrsotan i brbangsa o bemegara pada
'_.;:..bangsa-bangsa umumnya dtjaga dan dtpehhara dengan sarana hukum
-' -lndoneSIa sebaga; negara hukum (rechtsstaat) menempatkan F’ancasuia dan:_ |
. Undang Undang Dasar 1945 sebaga; sumber dart segala sumber hukum
Dalam_ aktuai_lsa_sf _k__ehifiupan_ _bermas_yarakat, b.erbang;sa_ dan -bemegara,
: Panca_s'iia_ yang mé.rulpa.k"aﬁ. kristalisé'siﬁ hitai luhur I:b_ar}gsa Indonesia -
bé_rfungé_i sebagai hQKurh _dasar dan moréi d'as_ar (Tap. No. IIMPR/ 1 978},
yang membe_ri. aréh dan pedorz.}a.n bagi penyelenggaraan negara termasuk
penyelenggar_aa_n ‘_penegakan hukum. |
| Baﬁgsa 'inddnesia' patut bersyukur bahwa dalam GBHN 1993-1998,
Ridang Hukum telah menjadi bidang yang berdiri sendiri. Ini menjadi
pertanda, bahwa bangsa Indonesia ingin menegaskan bahwa bidang hukum,

setidak-tidaknya dalam kurun wakiu 1993-1988, memperoleh tempat dan

S T A T S smssmcs
Cleh sebab itu seluruh Pembangunan Negara dan Bangsa
sesungguhnya harus dilaksanakan berlandaskan dan sesuai dengan

faisafah, asas, nilai dan ketentuan nasional yang bersumber dari Pancasila,




UUD 1945. Terpeliharanya stabilitas nasional yang sehat dan dinamis
sebagai prasyarat lancar dan suksesnya Pembangunan Nasional bukan
“diciptakan melalui penggunaan xek_uasaan belaka, akan tetapi melalui
tegaknya hukum.

k- Beperannya hukum vyang berwibawa séngat diperlukan untuk
memantapkan dan mengamankan pembangunan dan hasil-hasilnya,
menciptakan kondisi yang lebin mantap sehingga setiap masyarakat dapat
menikmati iklim kepastian hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran
serta menempatkan kepentingan umum, bangsa, negara di atas kepentingan
individu, golongan maupun kelompok.

Hukum vang merupakan inter sub sisiim dikeseluruhan aspek sistem
pembangunan nasional (Aspek Geografi, Demografi, Sumber Kekayaan
Alam, ldeologi, Politik, Ekonomi, Sosbud dan Hankam). Dalam penerapan-
nya di Indonesia memiliki keunikan tersendiri akibat karateristik masyarakat
Indonesia yang mejemuk.

Pemposisian hukum dalam proses pembangunan nasional telah

diarahkan kepada berfungsinya hukum tidak sekedar pada aspek yuridis

{Law Enforcemen)-saja. tetapi.juga diharapkan. berfungsinya. hukum dalam. .

aspek perekayasaan sosial (Social Enggineering).




Ambivalensi hukum (ke_ti_da_ktegasan) tersebut di atas yang kemudian
kurang diantisipasi oleh perangkat peraturan pendukung di bawahnya akan

- menjadi dilema bagi penegakan hukum di lapangan. Kenyataan penegakan

hukum di masyarakat akhir-akhir ini, telah me_nge_sankan adanya suatu .

' kﬁtnﬁihaéi w;baWa hukum f:ia_n 'pehégakéh. hukum yang memprihatinkan,
dimana i.sy.u—isyL.J vang telah berkeﬁbang akiba’i. kasus-kasus beruntun,
berskala nasional seperti Kasus larinya Edy Tansil, Kasus Kolusi Mahkamah
Agung, Kasus “Sabtu Kelabu” 27 Juli 1996, Kasus Zarima dan lain-lain telah
mengangj:at masalah moral dan etika penegakan hukum ke atas
permukaan, sehingga lpenugasan Lembaga untuk membuat Kertas Karya
Perorangan (Taskap) kepada Penulis dengan judul Penegakan Hukum
vang Konsisten sebagai Sarana Perwujudan Masyarkat yang Memiliki
Moral dan Etika Kebangsaan, adalah tepat sekali, bertepatan dengan
tuntutan dan harapan masyarakat terhadap penegakan hukum yang semakin
mendesak, spesifik, beragam dan cepat (turbulent) sebagai dampak
turbulensi global yang melanda seluruh aspek kehidupan Pembangunan

indonesia. Pendekatan interdisipliner, yang ditunjang melalui metode

informasi teknologi penegakan hukum memungkinkan sistim diberdayakan

lebih optimal, mempercepat tercapainya tujuan nasional.




Maksud_ penullsan kertas karya perorangan 1

- i'jr;berbangsa .'sebagal' respons terhadap' kondISl -yang mem?”hatmké”” | yakni_._____:-:
."merosotnya kom;tmen morai dan e't;ka datam keh|dupan berbangsa yang::}:;!_'_. -
o _f..l_'.;.__menggeja!a dl berbaga: b;dang pada umumnya dan dl badang penegakan

'_".-._hukum pada khususnYa A G =
. Tujuan penullsan adalah Un.i'l..ik“ menyamﬁa:kan sumbangan pemzk[rar.l':_';: __
d.aié.rﬁ upaya mengldentiflkasz permasalahan penegakan hukum, dengan

harapan dapat bermanfaat bagi upaya pemecahan permasalahan aktual d; '

_"bldang penegakan hukum yang dewasa ini dipandang sangat mempri

'.hatinkan dan telah menjadi gejaia nas:onai Sela;n itu juga, untuk memberi-

| kan penekanan pada pentingnya d;mensx dlmeﬂSl moral dan etika datam" |

kehidupan berbangsa yang belakang ini juga dinilai memudar.

3. Ruang Lingkup

| aaa;ah"---umk-:"}‘?_-_% 4

~ Bertolak dari latar belakang pemikiran tersebut di atas, ruang lingkup =

permasalahan dalam kertas karya ini akan berorientasi pada pembahasan
masalah-masalah aplikatif penegakan hukum vyang menekankan padsa

komitmen moral dan etika kebangsaan di Indonesia. Peran penegakan

4




mg danmendasarbag kehidupaﬂbangsasebagal man o |-

penylmpangan maupun peianggaran hukum.

Kebuaksanaan penegakan hukum untuk menanggufangan kejahatan
| tersebut harus tetap mengacu kepada kepentmgan umum bangsa negara

: k menjacil Iandasan dafam poht:k hukum d; 1ndonesaa yang harus dipedomanl_

S olehjse_‘fiapfaparat pe_ne.._g_a_k hukum -. .: ﬁ_
- "Kq.n:i:jth'léfr; | moralpersonal penegakhukum __qaianﬁ sistem peradilan
e bidana yatiltlul; _-'k_ép:_o'{iSiéfﬁ,"-kéjékéééh;"_kéhé_kiiﬁan,':-s_er{a_ lembaga lﬁp'emasya~ s
| rakatan akan men}ad[ bahasan utamé | ( |

. KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM
~(LAW ENFORCEMENT POLICY)

\7

PEMASYARAKATAN
{REHABILITAS])

\‘V

PRODUK HUKUM

(VONIS)

KEJAKSAAN
{PENUNTUTAN)
KEHAKIMAN

SARANA - PRASARANA HUKUM

7 FF T rITT Py
/ REMEGAMKAM anmegug/y/

& AW VA

N

EEPOLISIAN
(RENYIDIKAN)

\

\

KESADARAN HUKUM MASYARAKAT

SISTEM PERADILAN PIDANA (C.J.5)
SEBAGA! SUB SISTEM LAW ENFORCEMENT POLICY




:__mandir! dan sejahtera

-_ pergaulan duma

kemau'a_n _s_erta semangat para penye[enggara negara untuk menciptakan
~ kondisi lingkungan yang kondusif bagi percepatan terselenggaranya
:penega!_(ari hukum yang Konsisten sebagaimana yang dicita-citakan dalam

Pancasila dan UUD 1945.

4. Metode dan Pendekatan

mempergunakan metode deskﬂptif anailt;k secara obyeklif dan ras;onai

dengan mempertimbangkan pengalaman empirik berbangsa dan bernegara

yang faktual. Dengan metode ini, kenyataan-kenyataan dan pengalaman

Konsmtensr penegakan hukum yang dllandaSE o!eh morai dan etika_-_-'___.:.-
“ "3--_'-'_"::kebangsaan akan memberrkan sumbangan yang sanga’i berar’c; bag;_:

'-':3'---.::_-r.gtenNUjudnya masyarakat part;slpan hukum yang pada akhtmya akan:f]’-_.ﬁ:_"”'

mempercepat tercapa:nya tujuan pembangunan naszorxai masyarakat ma}u
F’ada era gioba113331 ini peran penegakan hukum yang kOﬂStsten’?_ _::::___
_..-.-__-d|harapkan dapat memben pengaruh yang besar terhadap penlngkataﬂ-; e
'-"ﬂlkuahtas karakter bangsa yang memlhki semangat dan tekad nas;onai:tas'_':.:_

_'.yang tznggl serta memal:kl keunggufan hukum yang kompetmf daiam tatanan -

Dalam ruang !mgkup persoalan ini, sangat diharapkan tekad dan

Daiam membahas dan memecahkan permasaiahan penuézs




J “::'-"i'_:.“:'_}._._-_sec:ara'utuh,-- holzst:s dan ter;ntegras: e

& permasalahan drtata dangan urutan sebagat bermut

e Sistematikapenuhsan - S

Untuk penyusunan : penuhsan yang s;stematus -'pe_mbahasa_h”_:.:f'

{ Bab ln[ b.érisi ura;an ieﬁtangl .perkembangan umum dari: '

R '.j'permalsaiahan penegakan hukum dalam mewu;udkan moralitas '

:.dan etlka berbangsa dz lndonesna Seianjutnya dluraikan serba':--.:-'_--'_
-'sengkat tentang latar belakang permasalahan sesuai dengan
kondisi obyekiif pembangunan dan perumusan masalah pene-

gakan hukum di Indonesia. Bab ini diteruskan dengan maksud

dan tujuan penulisan, ruang lingkup, metode dan pendekatan, |

seria sisiematika penulisan kerias karya perorangan ini.




_Indo e31a

Masalah ka;tan antara hukum dan demokras; yang._-'.'-:-:"_."ﬁ

] 33::';';.:-'._-_dtsampa;kan daiam Bab ini dzmaksudkan agar pemahaman_’_;;:f._

- akan c1ta—c1ta demokras: dzmana proses penyeienggaraan dan':"_'-fff- B

;'penetapan hukum tldak hanya d;!akukan oieh plhak pemenntah:_ -

e : _saja me[amkan Juga oleh rakyat

'Seianjutnya _.un_su_r-un_s_ur. .Nega_ra Hukum Indonesia -

_'“_'_'dztamp;lkan dala.m'. 'Béb"' ini mefupékén usaha .U”tuk_."'?'

. _'-_:'menyegarkan kembah pemahaman dan kesadaran Kita akan

 kewajiban untuk mentatati dan menjalankan fugas sesuai
“hukum dan konstitusi yang beriaku, baik sebagai warga negara,
sebagai aparatur negara, maupun sebagai pemegang kendali

kekuasaan dalam pemerintah.




BAB IV

BABm 'Kowmsa _PE_NEGAKAN HUKUM MORALETAS DAN

nasionatl,-Hngkungarn-Nasional-maupun-lingkungan-intemal

L :’;'.'-jETtKA 'KEBANGSAAN | L

dni méngura“;kan '-'_t_'ehtéhg kondisi hukum dan -

| :-.-_-.::'fenomenologls yang dekat dengan kehtdupan masyarak.at dan"__"-

d;pematikaﬂ masyarakat ‘iemtama yang dapat dnkut; meiaiurtf:]_"
"_;.._rﬁedaa.massa menegaskan adanya kaltan yang erat antara_:-::"'_j

RN '..-;E.'tuntutan perubahan terutama di bldang penegakan hukum dan”:':
) '..'ﬁ_pentlngnya kom;tmen mora! darz _-.e’uka dalam. kehldupan':,_'__'.,'.
RN :.berbangsa secara keseiuruhan Keprzhat;nan masyarakat dan.':' |
'-_tojk_o-.h- masy_a(akat_:_terhada_p_ penegakan hukum diungkapkan__

o ..._untuk_iﬁém_bérikan gambaran akan kondisi aktual penegakan.

“hukum di Ihdo_nesia. _

LINGKUNGAN STRATEGIS PENEGAKAN HUKUM

Pada Bab ini diungkapkan variable lingkungan strategis

penegakan hukum, baik dalam konteks lingkungan Inter-

hukum itu sendiri yang berpengarun terhadap penyelenggaraan




aupun peluang yan

e '-.._.._;E;Wama temadap kuailtas penegakan hukum d| masyarakat Bab:_:'?::ﬁ_:'_zf? |

R fimi "}uga menguraikan gagasan-gagasan ’tentang kons;stens[;-.'f;.':f:?f: |
'Penegakan hukum secara hohstlk dan integral dlmana":_'-ﬁ.."

- iretrospeks: modei mekamsme penegakan hukum yang d’C'ta"':-_"*:_':'

e mtakan daiam UUD 1945 d;coba d:angkat kembaiz dan dengan'
.i.:-'metode pendekatan manajemen :.modem : -reengmeermg,-':”_-I_.
"-:'_.'_I:dzharapkan proses proses kerja SIstem penegakan hukum
g ..'_i..terutama cnmmal _{USflC@ system akan dapat berfungsi Ieblh;'f__';.".'.

' _efeigtl_f, efzsnen dan_ berkualltas,memenuhl harapan masyarakat, -

bangsa maupun negara.
Keberhasilan upaya-upaya di atas sangat tergantung pada

tekad dan kemauan kita, terutama para penyelenggara negara

dan aparat penegak hukum untuk mengedepankan penegakan

hukum secara konsisten dan bertanggimg jawab sebagal |

10




upaya upaya : pemgaka

- .-...fi":._:"_hukum_yang” sek:ranya dapat bermanféat sebagae sumbanga_n

{::-.*“ﬁ:_--.::::":pemlkifan rhadap' penyeiesalan permasaiahan aktu':

| --.penegakan hukum yang mempnhatmkan dl EndoneSia =

a "Kohs'ié{'e'h‘ éa'aléh]. ketaatan etér'hada'p ‘asas yang fetap fidak

sl ':j“:“- berubah-ubah sesuai atau sejalan antara perbuatan dengan ucapanﬁif"._ﬁ_'z |

- "d;mana komltmen dan kompetaSJ menjad: dasar utama kualstasf

""”"_-.'ter\n!u;udnya kons:stenSI e

b Konsekuensa ada!ah ak;bat pada sesuatu yang telah dikatakan

_' : atau d;putuskan

';c._ Mor_a! dar_a :Et_ika Kebangsaan adalah merupakan perangkaa’t;;

kelengkapan manusia warganegara [ndonesia seutuhnya yang_'
memiliki keseimbangan dalam berbagai hal yang merupakan
gambaran totalitas hubungan manusia dengan lingkungannya dan

11




 manusia dengan penciptanya dimana Pancasila dan UUD 1945

enjadi sumber jiwa MEK

" Wasantara member

___berbangsa dan bemegar
S __:;__i.:'.Ketahanan.Nas:onal .menjad: ’t.e.kéd..dan semangat o.peras.lénal MEK
: ".::_-:untuk menmptakan keuletan dan ketangguhan bangsa da!am rangkaz
_-:i'-fl_-menjamtn ke!angsungan hldup dan kemampuan berkembang secara:.z-;}"-f.‘:'
efektlf dan eﬂaen mengatasa setlap tantangan ancaman hambatan.:'.i;
'."._dangangguan' e e - S R o TR AR T

d DfskreSI kepohs;an adalah keputusan atau tindakan Kepol;aan_

:”:.yang dengan sadar trdak melakukan kewajlban/ tugasnya selakuf
_"_penegak | hukum berdasarkan a!aean-alasan yang dapat_. 2
: :’_dzpertanggung;awabkan terhadap hukum :tu sendin Rﬁang lingkup
pembeﬂan dxs_kresu sbb, .
1) . UUD 1945 (Pembukaan), yaitu pemberian perfindungan

bagi setiap warga negara.

Preventif, Represif dan Bimmas.

12
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: _.'_'.':.:'kompromi walaupun seumpama korban teiah memben maaf atau',-?'f-_” a

e *'“f':-__'.-’f.pencabutan-laporanf.dijepoIJS|an i

N A Reengmeermg mempakan metode terapan da!am merekayasa.?
"'-"._uiang proses proses blsnis/kerja untuk menghasalkan penzngkatan
e -_fkmerja secara drama’ﬂk

| g, - Reengmeenng strategfs dilaksanakan sebara {op-down'-"’"'

| 'mencakup ska!a Imgkup yang besar membah Cara Kerja organnsasa

' ':secara fundamental

ko *Reengmeermg _f'aktis dilaksanakan secara bottom-up, mencakup

skala lingkup yang lebih kecil, hanya merubah praktek cara kerja,

bukan strategi organisasi dan dilaksanakan uniuk mengatasi masalah

Kini,-bukan.visi.masa.depan.
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.'.berdasarkan atas ke'kua.saan beiaka (MaChtSStaat)

s :_:_'.-';"“PEmermtahan berdasar atas sastlm kOﬂStitUSi (Hukum Dasar) Tidak-"-'ﬂ;_'
_'_.berS]fat absoiut:sme (kekuasaan yang tldak terbatas)

""":'-.Adanya kesadaran bangsa !ndone31a atas 51stem negara hukumf_::'

o .“':'tersebut seianjutnya dfharapkan dapat memperkokoh pengembangan:':':

N - pem:karan dan semangat praktek penyetenggara negara pada setlap aspek' __:

B }_pembangunan nas:onaf termasuk dl daiamnya mencakup perkembangan;_
| '._p_erangkat ketentuan 'dan__maten hukum, pemamapan penegakan hukum
serta. pehingkatan 'keséda;ran hukum secara tahap demi tahap, secara -

simuitan_déhgan _m_émberi_kan bobot perhatian yang berbeda, sesuai dengan

iy iiut aﬁ ~elan . k&%u’tu%aﬁ h’tjk’um ﬁﬁﬂaz&maﬁﬁya TUWU%&T? U?’ﬁu%‘&
meiaksa_nak_a_n selurun aspek-aspek bagi upaya penegakan hukum tersebut

makin mendesak dalam masyarakai yang kesadaran hukumnya semakin

14




L-ﬁ;menmgkat_sepem masyarakat bangsa ndone5|a sekarang dan yang aka_n

PEMEANGUNANNASONAL .:ﬁ-”
- (TQTALITAS) -

ER R DEMOGRAFia,m s
SUMBERKEKAYAANALAM:'”
o DEQLOGH '
'*Pouﬂx
EKONOMP'”
L sSOSBRUD
CHANARM: T

PROSPERITY

¢

" UHUKUM - INTER SUB SISTEM
T PEMBANGUNAN NASIONAL ~

‘ _'__:P._ez_.'mazléai'é:h:éfa;_';p_e.:meg.a.k.an_ hukum sekarang ini .m'enya.n.g' kL;t spektmm .?
:;jé_e*s:bailéhl yang kompteks .'t:."i.an' sangat mendasar _ti..d_z.ak sekedar mésalé{a'..
| ""akadendi% 'hu_kum' -saj'a '-néniuh iébih pada’ rﬁasazsh' politik dan strategs_j
= nasmnal balk tdennfzkaSI analisis maupun pemecahannya yang harus tetap 8
. didasarkan pada dasar negara serta fafsafah hidup bangsa. Me’nekuni.;_
serta _m_e_ngga_sai_ kgseiuruhan_ji_w_a dan_ Kes_epakat_an nasional, kebijaksanaan
;ﬁéme.rint.ah. .ser‘.ta aspf%aé dan kebentingan rakyat yang absah, MEK menjadi.
indikator, sekalipun barometer penegakan hukum yang konsisten. Dari sisi
ini dapat ditimbulkan suatu hipotesa, apakah rendahnya moralitas dan etika

penegakan hukum, menjadi penyebab tidak tuntasnya penanganan terhadap

pelanggaran hukum {onrecht in actu) dan tidak memadainya penanganan

terhadap kemungkinan terjadinya pelanggaran hukum (onrecht in potentie).

15
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Csrvuasiyy ] PRosEs | 22 7o i ; L
L[ awal PEMBINAAN: P HUKUM | e "
G FARTIBEE | o ppparyp - HUKUM e :

EMVIROHMENTAL -
1 N IIN_PUY 2

~r - (RESIDU)

| __"_O_ie_h sebab itu, pentingnya penegakan hukum yang fetap mengacu
L _'.-pada_ nilai-nilai moral Pancasila atau Cita Hukum Nasional menjadi mutlak,

 tak dapat ditawar-tawar lagi karena penegakan hukum yang fidak

'-beﬂamd_askan pada Cita Hukum atau moral Pancasila akan kehilangan

kekuatannya, dan dengan demikian dapat dikatakan bahwa hukum dan
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: ’__.;_konsasten penegakan hukum memerlukan penCIptaan kondz3| yang kondus;f_:_f_"j'-’.'__

:_:"._bagl pelaksanaannya Kond13| tersebut t;dak hanya meny&lﬁgku’t aspekfff'f |
a _.'.__.'_:_:..:manéjemen penegakan hukum .meiamkan Juga upaya-uioaya tekms yang‘_--;_.
e ;_memerlukaﬂ dukungan ”m u pengetahuan dan ‘teknologa kemudlan persomiu-_é_:--_zj_-- ._

| '_"_;pérsqr}i_l_._}appa._fé}f : pg@;ﬂegaﬁﬁ "huk‘f‘m ; yang_ ._mumpunz, baik daiam pengertian-_f_;_‘ |

_ ._menta!-moraiitas_ ~maupun . .i_nteiektu_al, ~serta. dukungan pembiayaan

.operasmnat

Keselumhan upaya tersebut tentu harus dikembalikan pada keinginan - |

se!uruh warga masyarakat !ndones;a dan terutama para penyelenggara

negara dan pemeram‘ah (poil‘iicai wzii) agar menaruh perhatian dan bersikap
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.:f;;?sedangkan

______._E_d'éhgéh“"a'f-‘tt ___Csta c:lta hukum”'yang dlgunakan oleh ppnlelasan Undang--

:3-'-'-"-'§_Undar1g Dasar:'1945 mengingat “Cita” iafah gagasan rasa c:lpta plklran:__.

L : :__:::-.da!am pi kzran atau dzhati _ | _ _
- Gustav Radbruch (1878 ‘[949) seorang dh[l f Isafat hukum Jerrnan:-::-{:.-i_.::_*.'_
5 f-_;'j'yarlag berailran Neo Kartfan menegaskan bahwa c1ta hukum tidak hanya
s -:'.berfunga sebaga: tolok ukur yang ber31fat Regulatlf’ yattu mengup apakah__-_'  -_: -
E ;.Esuatu hukum posmf adil atau tidak adt! metamkan Juga sekahgus berfungsif.-t L
| f_.'__sebagal dasar yang bers;fa “konstttuttf’ yaltu menentukan bahwa tanpa Ctta:.':;;"
_-'-'.-___';hukum maka hukum akan kehllangan maknanya sebagat hukum Radbruch.':“- o

fsebagas ahli fi isafat hukum termasuk ke dalam Mazhab yang berusaha

_“Men}embatam dualisme antara Das Sollen dan Das Sein, antara

keharusan/keinginan dan kenyataan dengan mengkontruksikan lingkup

“Clta cnta” falah keingman kehendak harapan yang seiatu ada'-:{__-'

fkéﬁga sebagai fitik temunya, yaitu %{ebudalyéfan (Die Kuitur) -
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Dehg;n béfkétéarﬁ !aiﬁ.c;t.a ﬁdkum m.J. .tldak. iéln meiami.(a.n Pan.cas.lia..:;f;

5-_":d:mar.1a rumusan Pancasna setengi(apnya .te.rdapat dalam ahnea keempat?' |
Pembukaan UUD 1945 yang berbuny: “Ketuhanan Yang Maha Esa
-"":_-_:Kemanumaan Yang Ad;l dan Beradab Persatuan lndones;a Kerakyatanf,_"'-“

yang dlpimpm oieh H[kmat Kebuaksanaan Dalam Permusyawaratan:_'f:'-

e ; ': Perwak;ian dan Keadzlan SOStaE bagz Se!uruh Rakat Indonesna” (A. Hamsd-_;:_-

-Attamzm: 1994, 5»6)
Penempatan Pancasila dalam dua kedudukan sekaligus, yakni.
sebagai cita hukum dan sebagai norma hukum tertinggi dalam negara .

 (Staatsfundamentainorm). Dalam tata susunan hukum indonesia norma .~

yang di bawah perlu selalu  mengadakan perubahan mengikuti

perkembangan keadaan sedangkam norma fundamental negara sebagali
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o _f;'._'_"*-hukum tertunggl menjam;n penc;ptaan norma norma hukum yang iebm:_-}ﬁ_-f..-

""_'-';rendah sepertl iy ketentuan Undang Undang, .' Keietapan Ma;ells'_"'::3'_'

'-Permusyawaratan Rakyat Peraturan Pemerzntah Yunsprudent;e danﬁ_i' :

--seterusnya;_

. Pancasila - menentukan arah, ‘isi, muatan norma-norma hukum

_' '.'dibavgaﬁhyé_: a'téL_: ..ldapét d'i_kataka'n Pancasila merupakan sumber segala -

sufhb_e_r_ 'thbfai hukum Indonesia.

S _Huk_u__m_"d_an Demokrasi

- ”Ke_tik’é; 'me;'ne”ri_ma gelar Doctor Honoris Causa dalam limu Hukum dari

Universitas Indonesia pada tangagal 30 Agustus 1975, Mohammad Hatta
mengatakan bahwa,

“Demokrasi Pancasila baru dapat hidup, apabila Indonesia sudah

menjadi negara hukum. Dan negara hukum U belum lagi tercapal. ...

Sejak mencilrikan negara Republik Indonesia, negara hukum inilah
vang daczta mtakan” (Hatta, 1977: 13-14; Djiwandono, 18385: 31-32).
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o Sejalan'dengan haE :tu pen'eiasan:_:_;;UUD -'-1945{{_mengatakan antaraisi'-':”““'

_iain bahwa '

-negara yang Ia:n___

o -':._'.:{.-f;dalam meiaksanakan tmdakan apa pun harus d;iandas; oieh hukum:?- _

_:atau harus dapat d1pertanggung}awabkan _secara hukum Tekanan:_"i*f'__
vy __.:pada hukum (recht) d: sml dzhadapkan sebagas [awan darl kekuasaani_.':_.'g__"_:
xi(macht) Pnnszp daﬂ srstem ma da sampmg tampak datam mmusan”:f'-'}f |
A 3_ -;_pasai pasalnya jeias se;alan dan mempakan pelaksanaan dar:.:-f-::f
".":”_':_pokok-pokok piklran yang *terkandung dalam Pembukaar‘i uUuD 1945_:_{:2_
'-_'_;:yang d:wujudkan oieh cn‘{a c;ta hukum (rechts:fdee) yang menj[wai_":__;’-
- -UUD 1945 dan hukum dasar yang ttdak tertuits (Bahan Penataran P—4'__.
.'1 993 94 288~89 :‘_‘B‘aha:1 Penataran P~4 1 996-97 513 22)

.Selarluutnya .disebutkan ”bahwa. dengan Iandasan dan semangat.; :
'.'-_'_'negara hukum daiam arti matenai s_e_t:_a_p ;___t_;n_c_fakan negara harusiah}-_'--
| mempemmbangkan dua kepentingan ataupun landasan, ialah kegunaannya
bagi kepentingan umum dan landasan hukumnya (rechfmatigheid). Jadi jelas

bahwa cita-cita negara hukum (rule of faw) yang terkandung dalam UUD

- ’94—5@ =) am ﬁéﬁ'@f’ﬁ@ﬁﬁ penegakanti Qf ak semata=mata ditetapkan-atas-dasar—— - ———

kekuasaan hukum belaka, tapi harus disesuaikan dengan sikap budaya dan

pandangan hidup bangsa Indonesia yang sedang membangun.
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Pengeman dan pemahaman tentang negara hukum akan [eb:":'” '

| bermanfaat: dan berdaya guna ;:ka perkembangan hukum d:ka[tkan dengan;tfff ﬁ_

oieh pshak 'emenntah saja meiamkan ;uga oieh rakyat

. pen.eté.pan hukum menen‘tukan hakikat negara hukum ltu Keadilan hukum
.'.":'bagz rakyat hanya dapat terjamm oieh proses penetapan hukum yang;::_'_'.
- menglkut sertakan rakyat yang berasal darn rakyat dan oieh rakyat sendiri

_Dengan kata !am kead:lan hukum :tu duamln oleh proses penetapannya._-'
 yang c _demokr-?*tl_S- D.a._i;am 'bent_uknyraj yang modem, karena berkembangnya_-i--’-:

: Jumzahpenduduk déh wilayah negéra, .'tida.k memungkinkan lagi peiaksa—_f
“naan de_r_ﬁéikrééi 'sécara langsung (direct democracy). Azas ini dilaksanakan
| -m.eiél_ui pgr}hﬁ_syéwaratan perwakilan, yaitu melalui sistem demokrasi tidak.._'-'-

_' f.‘;a.n_g_sung_' (;ndfrecf democracy) seperti yang juga diatur oleh UUD 1945.__'.-:'

Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa kemajuan perkembangan menuju

cita-cita negara hukum tidak semata-mata tergantung pada pengembangan

sistem hukum, melainkan juga pada kemajuan dalam pengembangan

'-__._:cgta c:ta demokra31 d: mana proses penetapan hukum tadak hanya dliakuka o

| Untuk._- menjamm"' hukum yang demzklan proses pembuatan atau.:_. &

Yang menjadi perscalan di sini adalah bahwa proses penetapan

hukum yang demokratis belum berjalan dengan semestinya, karena
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i _-_i'-f-tergantung '::pada

i : "'1_33«34)
- Penjeiasan UUD ‘[945 yang menekaﬁkan pada “seméngat” para?'{.:._';
_.._:'.penyelehggara negara atau pame.nntahan, dalam keran_gka_-pernbangunah.-f._.' E_
.'_'.hukum dan demokras; narus 'ditonjolkan :dah dimasyarékatkan teru:s-;._::"_-

-_-.._:“menerus Tekanan pada semaﬂgat itu juga sangat berkaitan dengan'_'_-

‘aparat penyelenggara negara dan pemerintahan. Karena tanpa landasan

moral dan etika yang dijunjung tinggi kiranya “semangat” untuk menegakkan
hukum dan melaksanakan tugas-tugas kenegaraan secara demokratis dan

bertanggunaiawab amatiah mustahil.

Dalam konteks makro pembangunan manusia seutuhnya, pengertian

indonesia sebagal negara hukum haruslah pertama-tama dimanfaatkan
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ubungannya dengan pemertntah yang berkuasa dan._'.i'."_":f"

i_,:'.'f.fmem;hki:'hak reca!l’? ln; menunjukkan akan belum mantapnya peﬁaksanaanzé_':;'.":'_;'_-'

| 'm‘"':':'-:'--f-l'f:'f_"demokra& Pancasala seperﬂ yang k[ta dambakan (hhat Djawandono 1995

' perso__a_ian__-_m_orahias_ dan etika berbangsa-_ya_ng dimiliki oleh pihak-—pihai_{; )




~ kesejahteraan seluruh bangsa Indonesia sesuai dengan sila Keadian Sosial

 bagiselunrakyat Indonesia,

o '4.’-".f':'ﬁUﬁé'u"a"éUnisur Negar_a ._H_{i}_(am !ndoneSia
Kiranya teiah Jeias bahwa Indonesaa sebaga: Negara Hukum telah'__f.i__

i mem:hka dasar~dasar konsep yang merupakan tolok ukur yang dapat?.-_

. ."menjad; tuntunan terhadap warga negara dan para aparatur pemeﬂntah |

s _"terutama para penegak hukum daiam menjalankan hak dan kewa;ibannya :

s_e_s_u_ai dengan_ peran r_na_smgmasing yang disandangnya dalam kehidupan

. :béfban_'géa_'daﬁ bemegara untuk menuju masyarakat maju, mandiri, dan
. sejahtera.
Setelah melakukan studi banding tentang negara hukum, konsep rule

of law dan rechisstaat dari berbagai negara maju, Komisi Ad Hoc Persahi

(1989: 17-20; lihat juga Bahan Penataran P-4/GBHN, hal. 513-22), yang

terdiri atas para pakar dan penegak hukum, merumuskan apa yang disebut

sebagai “unsur-unsur” formal Negara Hukum Indonesia, sebagai berikut:
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Hukumnya__bersumber__kepada Pancasnla

Kekuasaan tert:ngg:_berada pada Maje!;s Permusyawaratani

. :‘._'-...:};51.)erd.é.sa:rk.:;n éb”s.c.).!l..klsm.é -
& Kekuasaan kehaklm.an. adélah .kekuasaan. yanQ .merdekan da!am
artl bebas dan pengaruh kekuasaan pemerlntah e |
- Setiap warga negara bersamaan kedudukahnya dalam hukum.-'.':_i-
3 .:__dan pemermtahan dan Wajib menjungung hukum dan pemermtahan- .
i ::nya tanpa kecual; 1 |
2 f Hukumnya berfunQSi mengayoml dalam arti menegakkan
- 1 ) Kehldupan yang demokrat;s
2) . _-Kehjdup._én yang. be_rkeadilan sosial;
3) Kehidupan yang berperikemanusiaan.

Dengan konsep selengkap itu, bangsa Indonesia mempersiapkan diri

menjadi bangsa yang maju dan dapat disejajarkan dengan bangsa-bangsa

lain yang beradab. Karena kita tidak hanya memiliki konsep tentang negara
“hukum dan penegakan hukum, melainkan ingin secara konsekuen dan

berkesinambungan menjalankan konsep yang telah digali. Dengan
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| Sumber pokok dan dasar darl tata hukum yaatu hukum dasar terdapat |

| d; da[am Pembukaan. UUD 45 memuat |deesc>3tal (Soc;a! ideaaf) yangj_z'j“_::-..

idtCita-mtakan bangsa ilndoneSJa. dimana negara sebagai subyek hukum |

.'.-.55.-._;:mengemban seperangkat hak dan kewa}!ban yang d:tetapkan oteh uup’ 45.: |
..”..'...untuk mereahsur ketenm.ér; hukum dasar sebaga;mana terkandung dalam:

cita hukum _at_a_u_ Rechts;dea_._

Dengan haknya (melakukan kedaulatan rakyat), negara diharuskan

mengoiah ci'a_n merumuskan galam wujud  keputusan-kepuiusan hukum

positif yang ind_éviduai kongkrit dimana kebijakan penegakan hukum menjadi

tumptian seniral.
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n s ;_:f_éj_gi?é_ri?.'afjiafréhni?é._..se.rta.s-prakte.,k.sp:en_eg akan hukumnya.

" 1h xq&sus#r&_'r_;sl HUKUM [

LN By Y u N
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© . (LAW ENFORGEMENT POLICY)
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POLITIK HUKUM

sy ENGINEERING B8, s T ENFORCEMENT, & ¢

oy
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KEPEHTING
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- "" ;- ':_.f_:seharusny: dfketahu :'_._'dan d;perlakukan yang dasarnya ;alah UUD 1945}.;}_'1_:_;;;'.'

e "-.5":__dengan apa yang te ah f.-dlketahu: dan dtkuasal berdasarkan ajaran*ajaran i

il dan teor;-teor| serta keteﬂtuan hukum dari masa koloniai

Secara rmgkas bagalmana proses perkembangan perubahan-—:_':f

e _pembahan dasar Sistsm hukum Endonesm beserta konsekuensmya terhadap:'_

o . _' _’{hukum posmf yang dxtuntutnya beserta ketegangan yang dzt:mbuikan dapat_-

. ':dlpllah dalam beberapa penode sebagai beﬁkut

.a_.. Perlode Tahun ‘!945 1950 %
o Secara nnm dan kongkﬂt dtsaéara 1.keh benuhsm literatur
't.entang hukum di [ndoneS{a belum dapat datentukan/dlmlilki kecuali
dapat dikatakan UUD 1945 telah diakui keberadaannya sebagai
hukum dasar Republik Indonesia.

b.  Periode Tahun 1550-1958

Pada masa ini, masyarakat Indonesia dikuasai oleh dua dasar

tata hukum yaitu :
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. "ﬂ-fwaktu ltu

 KonstiusiRISdan

"':.__-:_:--Admmistration) 'serta n_egara-negara'::bag:an yang dibentuk Oieh NECA'_'

" "'j_._:._”'___._lea dan zsmya sebagau komproml yang terpaksa bagl Repubtlk'_;ﬁf_i_,]

'Indonasza sehlngga aphkasmya tentu t[dak memuaskan sebaga:mana
_{Clta hukum lndonesm 7 . ; .

Berlakunya konstztuss RIHS--:.'.'se'lén'ié -kuféhg .'lebéh 6 bulan
-'_berdasar pada persetu;uan antara Repubilk dan negara-negara
baglan tersebu* menetapkan konstltus; RIS dlgan’u dengan UUD baru
:_:”yang daker\a! dengan Nama Undang Undang Dasar sementara RI
Tahun 1950, yang_d_l_si_ngkat ‘-‘UUDS 50". S .

Pada masa 1950-1959, dengan UUDS 50 sistim hukum

Indonesia, ajaran dan Ketentuan-ketentuan hukum dari masa kolonial

masih sangat kuat dilkuti dan diperlakukan sebagal hukum positif,

misalnya : BW, WuK, WuS, dsb.

30




L ._f__.i:{"-ﬁ-._pendzd:kan dan prakte : penegakan hukum du Indanesaa dengan{’"-"ff_.:_:__'

L '.:-status _ poszsn negara_!ndnesna yang merdeka Namun kemauan dan:':_'.;--.': o

e pem:katan menaszonahsaman cencierung kurang mendapa tpemat;anif;f'f"_:_'-"? |

e 1_.;-. :serfus sehmgga dap :':f'd:duga Pendad;k 3 maupun praktek penegakan_; |

fae .--"_-hukum pada masa ltu masnh tetap mengarah kepada semangat dan e

o '-jzwa Hukum Betanda
. -Per;cde -Tahun 1960-&_965 '

Dengan d;keiuarkan Dekri’t Pres:den buian Juli ‘5959 sastim | :_ 3

hukum lndonessa berahh kembah dari UUD 1950 ke UUD 1945.

”'Beﬂa%«:_unya UUD. 1945 sebagaz -dasar-dari sssttm hukum negara -

31




s '._"'-'QT;anaS dan tidak mudah deng

~Indonesia telah memberikan jiwa Hukum sebagaimana yang

 tercantum didalam pembukaan UUD 1945, namun semangat baru

_-_-.-_Semangat dan tha Pembukaan :UUD 1945 adaiah sangat B

_'f_:-_penjabaran yang harus dapat dzserap ':dan d:pergunakan da!am'._':_'.'.-"_-'::"_'

' -.-zlﬁ'praktek penegakan hukum secara.benar-benar yund;s ._ Dalam:_""'.-'_
o keadaan demikaan tuntutan praktek penegakan hukum waktu itu mau _-;_;
t[dak mau sementara masnh tetap menganut dna memalal llmu ajaran._
'dan trad:s; ”praktek hukum sebelumnya yang berasai dan masa_:
: 'koionaa! sebagalmana pénode penode sebeiumnya padé plhak Ialn L

terjadt snterven31 tawaran yang glgth dan berSIfat mendesak sec:ara ;' )

N pak_sa a;aran_ dan tafs_zran-._jiwa --dan isi P.em_bukaan UUD 1945 dari
sudut pandang ideologi politik Mérxismeieninisme~Komni-Maoisme.

Pada masa t_érsebut tawaran dan desakan ajaran ideologi dan

politik dengan mudah dapat dii_ékukan rarena aidalam soal politik dan

begitu saja dlpahaml memerlukan |

soal pembaharuan hukum berlaku prinsip revolusioner yaitu ‘reject

yesterdéy;’ (membuaﬁg 'a'pa yéhg dari kemarin) dengan secara
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'{’_:.f'benntlkan hukum sebagai__kekuasaan harus dapandang sebaga: suatu |

i .Pér.]dahgan ihl p.erte.ama. kat: d?berkenaikén oieh.Kari Marx yang
-_.-__-dlkemukakan didaiam Manifesto Komunls-nya damana pandangan-.:-_:.?.
- .secara tetai beriaanan . dara pandangan C;ta Hukum Indonesia.
'-Keadaan tersebut semak[n Iama semakzn men;adt-Jads seh:nggé :
f_perundang undangan masa kotomai .terpaksa dltenma sebagal hukum. :
| ..:tzdak tertuhs saja dengan pengernan dan pemahamannya yang tidak

jelas dan tidak men_ent_u fanpa ukuran_ yang berakibat ilmu dan tradisi

praktek hukum positif dari ‘masa kolonial mengalami suatu krisis yang

serius. . ' _ '
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'-_"-ij”_-__-i;me 1 Jiwa; secara _ominant d___ ar

: :'3'”'?'-"'_'"'._f'_::Penerapan hukum 'Apablia pada eriode 1950 1959 "semangat yangf:

:.-:.'_'._'f:pranés.p..réjéct“ yésterdéy .secafré ha.ntam kromo menurut ajaran:.:_:-_jf."ﬁ
'.""ﬁ'_'.-lf'kcmunlsme sudah’tidakdnkute B N .
o .oerhangat yang.menjxwa; daiém melaksanakan Pancasﬂa dar}...f'-'"
UUD 1945 mendasara pada ajaran hukum menurut Panc:asna danf.
| .__UUS45 secara mum! dan konsekuen sebagalmana rincian is'.i:_'f
| ".semanga’t yang tertuang dalam TAP MPRS No XX/1966 tentang_-’i_i'::__.:':_._.

| Memorandum DPR GR mengenal Sumber ter’ab Hukum Repub!:k_._ :

Indone_s;_a dan Tata Urutan P_eraturan perundangan Republik

Indonesia. Dalam TAP MPRS tersebut secara resmi diterima oleh

MPRS Penjei_asan Uup’4s -sebagai___§umber maieml ~dalam-

oleh faham revolus;oner dengan:

menafsirkan dan memahami Pembukaan dan Batang Tubuh UUD’45.
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."_:dabukanya hubungan Intemas:ona] yang mtens (G!oba isasn ywa;;__fl.-

= __-..semangat lberaizsaSI membawa tuntutan penyesualan pembaharuan'

'hukum' 'yan'g ieblh konsasten namun antlsspatlf sesuaf tuntutan'_"
'kompetzt:f bangsaindonesua. ” 4 | -

. Dalam menghadap: tuntutan zéman .tersebut. kemampuan dan

-.semangat kaéangan hukum dan pol:tlk terkesan kuran gmenaruh _

| _;:Serhatlan yang senus akan kebutuhan pemahaman isi dan jiwa_

Pembukaan UUD 45 yang merupakan Recht31dee vang sekaligus

berfungsi .sebagai Hukum Dasar Sistim Hukum Nasional, sehingga

kalangan hukum dan politik indonesia pada periode ini masih

kekuasaan serta ajaran hukum asing di luar dari Pembukaan UUD'45.
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_cenderung mengikuti prinsip hukum sebagai alat politik atau alat |




| yangdapatmerusak persatuan dan kesatuan bangsa.

. Kemerosotan Moral dan Etika Kebangsaan.

_:._'__:":-'Bag:_bangs'a' lndoneS|a sudah jeias meng'enal kesepakatan bahwa:_':-ﬂ'

o : -_____'-_':_Panc:asﬂa sebagal pandangan hzdup merupakan knstalasasx n:la[ n.iat iuhur-_}

< -:_::5._":':bangsa yang d:yaklnl Ekebenarannya dan kemuhaannya sehmgg.a. béngsa.._' |
'::"_'flndoneSIa tergofong untuk mewu;udkénnya da!am kenyataan hadup Daiam__
: __kehyataan yang hzdup nzlal-nlia[ yang Iuhur ltu beiakangan ini mengatam.a -
| .'.'::._l.::’;jkemerosotan yang kﬂtls '- ' ' — |

D; btdang hukum penegakan hukum mengatam; kelemahan sampall-' N

pada-t;ts_k_ya:ng mempnhatmkan. -Sa!ah satu_se_bab utamanya adanya
kesenjangan _p:emahanjah hukum dari aj'a_ran _hk_.akum dasar dalam prakieknya

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bemegara yang berfungsi sebagai

Rechisidee yang berkelanjutan sampai dengan praktek hukum positif dalam

-tata hukum Indonesia. -
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e ;}_.'_j.beserta ajaran-ajarannya dan _-praktek_peneg_akan hukum d| indones:a R

Pergantsan dasar tata hukum daiam proses 50 tahun pembangunan}j_

i ""_'QTNasmnaI membawa dampak temadap perkembangan maten hukum posetlf:f-'_{'{_1'.:'

”f-'-'i-Pada 3131-5131 1mpiementaSI pemguasa merasa periu untuk melestar;kan |

% ;_iékekuasaamya sedangkan yang dlkuasaa merasa punya hak untuk menuntut“::

| _"_:perbalkan sesuas dengan kemajuan po!a plkii’ yang justru menunjukkan_____"::_'

:pembangunan Jangka panjang yang k;ta selengarakan bersama yang tentu

= ;'-kesemuanya harus mengacu pada cnta hukum indone31a e

Penst;wa penst;wa berskaia naswna! ttu terjadi secara beruntun dan
-_sa.ngat mencekam perasaan kita sebaga[ khususnya menimpa dunia
peradilan, hukum, dan panggung poi:tlk Penst;wa perlstzwa itu pada tataran
__mentautas teiah menguatkan smyaiemen akan melemahnya dan bahkan
memudamya morahtas dan etika berbangsa dalam masyarakat, terutama di
lingkungan para penegak hukum dan pemerintah sendiri.

Peristiwa-peristiwa yang terjadi secara beruntun yang dimaksud,

mulai dari pelarian diri Eddy Tansil seorang narapidana kasus kerupsi

terbesar yang pernah terungkap dari LP Cipinang. Pelarian tersebut jelas-

jelas menunjukkan terjadinya kecerobohan yang sangat memalukan dari
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o g gasan plkiran da perasaan -.yang“.z;dtsampa_ a daiam menanggap;nyaig_z_ﬁ:'.gff_'_

5 "-':';5:'_5.:senngkait menjadi efnosmnaljdan pénuh .kemarahan tetapi juga sangatf.
ek __-::_"ffbera!asan _||ka mengsngat bahwa kasus Eddy Tansni menyangkut hajat hidupﬂg_‘_“;f:_:
':..__suatu bangsa yang ukurannya beg;tu besar dan pentmg Masyarakat
'..'.-::menjadl gemas bahwa kasus sebesar dan sepentlng itu seolah olah hanya |
;menjadl perma;nan rendahnya moral dan |emahnya dlS[piln Penegakan::”:ﬁ'?
_'::;__hukum harus mengutamakan peﬂyeiesalan yang tuntas bagi mereka yang.:'.ﬁ_"- |

".-secara stmkturai terlabat agar t[dak menjad; preseden buruk di masa" '

_mendatang._ Untuk itu kesungguhan aparat penegak hukum dan pemerintah

- dalam menangani kasus ini harus disegarkan kembali dengan landasan

moral dan stika.

Demikian juga yang terjadi dengan kemelut di lingkungan Mahkamah

Agung Féi .yahg ”j.ug.a. dikénai dehgan isyu kolusi dan korupsi, yang

38




. Kasus ln:' menunjukkan bahwa masyarakat pa'da jaman sekarang_’_f_.]if_ .

'"sudéh sulat untuk percaya begltuésaj temadap apa yang dlkatakan sebagai:}ffi
:-ii:.':';-;:_.-:..haSi1 temuan dan suatu pengawé..s.én resmi. Mereka menuntut parai-'f._-'_'-'- :
'__f:peng.u.asa untuk jUjU{” dan transparan !ebth Ieblh jaka menyangkui::fi
”'-:”"_'-'_'penegakan hukum Tuntutan demakzan }elas menunjukkan komltmen:__'_-:--
.masyarakat yang tmgg; terhadap keglatan penegakan nukum dan_
.penmgkatan tanggungjawab morat daﬂ etika berbangsa dari para penguasa, :

g ..iebth Ia91 jika para penguasa terseb_ut pberkecimpung di d_al_am imgkungan.:.
.'_-.penegakan hukum dan keadn!an . ! |
' Peristiwa yang terjadi pada hari Sabtu, 27 Juli 1996, yang juga. .
dikenal dengan “Sabiu Kelabu” dapat'dikatakan sebagai puncak dari
serangkaian peristiwa yang terjadi secara beruntun dan menyangkut

masa!ah pontz%«: penegakan hup:um dan moraiatas berbangsa Pesawpesaﬁ

moral dan etika berbangsa, sebagaimana akan ditemukan pada bagian lain

déiam tulisan ini, dapat diserap dari peristiwa ini dan pada sekitar periode
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T -_-_-;:::sepihak oleh peﬂguasa Sebagtan warga 'masyarakat merasa pemenntahjfﬁ_*_ﬁ_

':_:"_:;_dan penguasa teia ___-__sec';”a erang'i‘erangan memlhak sa!ah satu kubu yangf--_f.-:f

= .:fd;anggap sebagal has;l rekayasa sementara masnh ada satu kubu !am yang;ff_.f:]

. -"-_:'cukup kokoh dalam naungan ieg:t:masz warga Parta; berlambang kepala__'-:'-}'_'_

S banteng tersebut

Ketlka kemud:an kemeiut dalam tubuh partal tefsebdt fnakinf
'”meruncmg, pemeﬂntah dan penguasa telah menentukan sakap yang
'dtrasakan oleh sebaglan warga masyarakat sebaga: menggunakan:

: ”-.kewenangannya dengan tadak menghormat; Iag1 aspzr331 sebagalan besar

= 'warga partai tersebut yang nota bene masih menghendaku kepemlmplnan .

oleh pihak yang dianggap “tidak didukung oleh pemerintah.”

Perlu ditinjau apakah keputusan dan kebijaksanaan pemerintah itu

telah sesuai dengan azas dan prinsip-prinsip moral dan etika berbangsa?

Apakah kebijaksanaan demikian secara morai dan etik sudah sesuai dengan

azas kebaikan dan norma kebajikan? Dirmana eksistensi hukum diletakan’?
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G f"'kehidupan giobai d; antara bangsa-bangsa iazn
e Sangat menar;k apa yang dlungkapkan otéh .b.ebex.'apa i\ﬂassmedla'j_
'-:a.ntar.aiam e e b I : -
e Dikatakan o!éh Megawa’u Soekamoputn orang. yang terlzbat:_z'.j_::“;_ 
daiam penst;wa yang menyangkut kemeiut parta: yang diplmpzmya
| sepert; benkut | . "N

_ “Apabiia klta ingin. mengakhln seluruh kemelut, k[nf saat tepat untuk
'mengkajl kembal; semua ketentuan hukum dan perundang undangan,
'.termasuk ketentuan dasar dari konstiiusi partai. yang berlaku sebagai e
wujud ketaatan dan kesetiaan pada prinsip negara hukum” (Suara

Merdeka. Kamis, 8 Agustus 1996: | & iX).

b. Pendapat LBH Yogyakarta, antara lain : “LBH Yogyakaria

_sependapat dengan Danrem 072 Pamungkas, yang menilai kesaiahan

aktivis PRD harus dibukiikan di pengadilan” (Suara Merdeka. Kamis,

8 Agustus 1996: 1X]).
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Pemyataan Sika.p iCMt tentang;_Kerusuhaﬂ 27_Ju|z ;uga cukup'ﬁ';

:'b;;aksana .:_-ba;k- dan =seg'| penagakan hukum maupun moraistas dan'__';'_:

-;..-.p.).erlu"nya. {z.ndakan. tegas ;*-dérl.“.bér‘r.leninf.ah. ée.,sﬁ.é.; kétéhtﬁah__f-.__-'_:.:;E_;'_
' "'  -}:_:":_:-_._perundang"’""”dan hukum yang beriaku ICMI menghambauf‘z-:;_':;-:.j_'::;'_
| f,'.?._"f“zseluruh bahgéa waspada'”agar kEJad:an sepertz itu | t|dak'_',_:'-:}i .:;

:”.-terutang, karena ;‘tu iCMl sepenuhnya mendukung iangkah”"-.';

. ;pemerintah d n ; memmta 9 pnhak-plhak : yang ’cerhba’t.'E

: ;_mempeﬂanggungﬂawabkan pensttwa stu secara hukum tanpa.':{. '
:'-'kecuail Namun upaya |tu harus dumbangl dengan sakap.,‘: o

.":_menahan dm dan semua p;hak untuk menghindari sikap
menuduh.d; Iuar pengadnan dan menjunjung tinggi asas :_f
'praduga tak bersaiah.

d. Pernyataan Politik PPP (Kompas. Kamis, 8 Agustus 1996/14),

misainya, juga menunjuk adanya “kekurangan dan penyimpangar

Seluruh kekuatan Orde Baru harus melakukan introspeksi dan koreksi
terhadap kekurangan dan penyimpangan yang ada selama ini.

Kekurangan dan penyimpangan yang ada meliputi ketidakadilan
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yang ada.” Antara lain demikian bunyinya:



;kelompo _'_'::_nformai !amnya dan rendahnya n;lal tukar hasu pertanlan

_.:__-_:-'_:;v]onopoll __'_:":hgopoh korup& kolusz dan sagala perilaku yang:_-__-f_':;_‘;-_

.'.'5'-."-meruglkan rakyat harus dlberantas dengan sungguh sungguh
- .- _:Sebeium Pernyataan Polmk PPP :tu de Yogyakarta Ketua Umum.PP |
. "::'_._:"_':;Muhammadayah Dr Amien Rals menun;uk faktor—faktor penyebab kOﬂdlSi_.:..f:ﬁf"_: |
:._.'fawan di indonesza me[lput[ keseruangan sos:at ekonomt dan penegakaﬂ:_:_-_._.
f:hukum Am;en Ra:s sebagatmana dlkut;p medsa massa (Kompas Rabu, 7
-_Agustus 1995/14) mengemukakan bahwa:

- “kesen;angan soszal di !ndomala saat ini teramat tajam.... Kondisi
| 'Iain adalah keberadaan rule of law yvang jelas masih memihak kaum

berkuasa, kuat dan kaya.”

€. Pernyataan-pernyataan tersebui di atas sesungguhnya tidak

jauh berbeda dari apa yang dikemukakan oleh Kepala Staf Sosial

Politik (Kassospol) ABRI Letjen TNI Syarwan Hamid ketika membuka

Praseminar ABRI 1986 di Aula Gatot Subroto, Mabes ABRI
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E '-'----rkeamanan dan penegakan hukum sangatlerat kaltannya dengan ﬁngkah-f?_":_'f

- 'ﬁ.laku dan pribadt manusea balk secara md;v:duai maupun keiompok sebagay:'_'
- .koiekt;vztas suatu bangsa Pemyétaan pemyataan yang menyertalnya'.'-_.'_'.
L :-.":.:'menunjukkan bahwa concern para tokoh sosua[ poimk dan ABRE terhadap _.
.:ketmﬁpangan SOS|ai~ekonom| dan penegakan hukum yang berlandaskan .
i _"pada morahtas dan nllaf-nlia; iuhur bangsa yang tmggl sesungquhnya masin
- ':'cukup memadaz | Yang men;acﬁ persoatan sekarang adalanh, bahwa

| sermgkah pemyataan dan szkap moral hanya bernenti sampai pada ujaran

sehingga terkesan sebagal retorika politik yang lemah implementasi.

' 'Harapan semua plhak sekalian adalah aktuaizsa& nyata dari pemyaiaan dan

" 'szkap sosial- poimk yang teiah sering ci;sampalkan Hal ini juga penting Tt R R

“menghindarkan berkembangnya kenyataan, yang lebih memprihatinkan lagi,

bahwa para tokoh sosial-politk dan ABRI hanya pandai menyampaikan
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= _.-;--pemyataa”. dan s;kap SOSIaI poittak sedangkan aktuaiusasmya masm jauhf::f;;
= '.;'_'dar: memadat

-[ndonesm maszh tersebarf-ds'lff[f-_.ﬁ;':..

'"H‘Selam 1tu 51stem "':e'negakan hukum:'

; '"f'--__"-__ser:ngkai| terjadi dem:klan juga aklbat Eeblh jauh dapat berupa merebaknya";f.'

L "'-l_':;:'praktek ko!us; dan korupSI serta tumpang—tmdlhnya penanganan kasusm._-".
;_'f".kasu;s yang pentmg dan berskala nas;ona! Dalam hai ini, klranya peran:f_-._}
' __f'lembaga kepoIJSIan Eembaga kejaksanaan dan kehaklmara harus ditata-:j'._“'
e _kemball agar penegakan hukum dapat d;iaksanakan secara teratur dan jeias":_' |
: 'pshak—.pzhak_yang befiajnggwg—Jawab. | |
4 Kritik Mbrél{dén _’Kiepfihatinén Scj}siai P_és_itik
Sebelum terjadinya pens‘tlwa w2kt Juh sebenamya kritik dan pesan
- mora! serta penngatan (wammg) sosxai polatuk teiah puia dasampalkan oleh '.
para tokoh politik dan kemasyarakatan. Menjelang terjadinya peristiwa 27

Juli situasi dan suhu sosial-politik memang terasa meningkat.

Ketua DPR/MPR Rl Wazahono pada awal Mei 1996 telah

" menyampaikan pesan moral poiitlknya Ketika membuka persidangan V.~ |

DPR tahun 1995/96 Wahono mengemukakan,
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yang harus dlkﬁtlk__d_an d;koreksunya dit 'I;'ngkungan tubuh aparatur negaraf-_fff.;_ 2

(Kompas Rabu 19 Junl 1996/1),{ secara sangat transparan sepert; benkut

koiua telah menghniangkan rasa malu dan menunjukkan sendin
":_”.wa;ahnya da!am satu dem; satu per:sﬁwa yang akh;r—akh;r ini keta:’;'f;:“ o
o -i_saksman Kebocoran ganda dalam bentuk kOrupSI kiasm dan korupsf.rf'_"
8 c:anggih sukses memanfaatkan celahacelah keiemahan perundang-f:t_' i
o ':-_.undangan maupun rendahnya mtegntas serta tanggungjawab aparat _' -

o '_'_maupun pengusaha sangat : melemahkan ketahanan ~ makro

: __ekonomz indoneSIa

'Kebocoran dan kemubazwan bukan semata mata masalah organisasi -

dan manajemen belaka te_ta_p; sudah lebih mengakar pada
ke_me_ros_otan akhlak yang luas. Ini menjadi tanggung jawab sejarah

kita semua untuk memperingatkannya....

sejarah untuk fidak menyerah ‘temadap perusakan-perusakan moral
bangsa di bidang integritas, keberbudayaan dan keberadaban. Upaya

menekan dan mencegah kebocoran, atau kemungkinan terjadinya
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. ."_--i'é.j_;-'(manta'n Kassospoi ABRE) Abdurrahman Wahtd (Ketua Umum PB NU)

A Dahfan Ranuwzhardjo (mani’an Ketua Umum PB HMI) daﬂ Let}en TNIT{ff

(Pum) M Khans Suhud (Ketua MPR/ aPR 1985 1992) dan d:sampaskan:';.:_'_-_'-_f__'_;. _.

:f-,:kepada Ketua MPR/DPR VVahono Sebag:an dar; isi Keprahatlnan itu adaiah'::'f

i r'_':'-:sebagai berakut

' Budaya polmk telah mengaiami degradaSi 1n| dttandal dengan sikap o

_._mudah menggunakan kekuasaan serta dllanggamya berbagal.”_,.

| -konsensus ‘yang telah d|tetapkan bersama Ukuran ukuran dan nilai- e

'ntlai teiah berantakan

perkembangan akh;r—akhlr inl memperhhatkan bahwa bangsa.'._”;f

indonesm mengaiam; masalah Persatuan bangsa menjauh dari’

wawasan kebangsaan Indonesia. Kedaulatan rakyat menjauh dari
demokrasi Pancasila, dan keadilan sosial menjauh dari keadaban
kehidupan bersama rakyat merdeka. Kekerasan merebak di tengah

masyarakat, bahkan mulai merasuki kehidupan politik.

l.ebih lugas dari Pernyataan "Keprinatinan 1 Juli” adalah pemyataan

yang kembali disampaikan lagi oleh Ketua MPR/DPR Wahono. Pernyataan

itu disampaikan seminggu menjelang terjadinya peristiwa 27 Juii, dalam
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_ DPR merasa 'tergerak oleh adanya rasa kepnhatman akan
:kecenderungan merosctnya moraf da segala bldang, ’adak terkecuah_:
- j'_:__'mentai para penyeienggara negara yang seharusnya dapat Iebah_

= ﬁ_-"proporsmnai dtsuarakan dengan ;elas o!eh Dewan | _  :

'"_'.SKeta teiah meizhat cukup Jeias gejalamgejala sos:al yang mempﬂhatm»”

| kan dan szkap reaktn sebagian penyelenggara negara yang mencerminkan

ketzdaksaa_pan ment_a_t -menghac_iapl k_emun_gk_;nan _kOﬂdlSI sosial politik yang

tidak terkehdali...Menya_ri'n_g-nyaring .beé'ba_gai pefnyataan dan keprihatinan .

dan. _pr.'ib_ad_i._man_u_sia__:.terutama para . penyelenggara negara? Sudah

sedemikian rusakkah moral dan etika berbangsa para penyelenggara
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e 1 'i""":_'_-:.'_sungguh sun gguh Begitu pula pela'ksanaanny_ _____.dalam'penegakan hukum
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BAB iV

PENGARUH L!NGKUNGAN STRATEGSS PENEGAKAN HUKUM

. Kebuakan penegakan hukum yang ‘terumuskan dalam GBHN 1993
dalam penyelenggaraannya tldak iuput dari pengaruh pengaruh “ngkuf'?gan g

-' .-'strateg;s yang melingkup: baik ekstemai maupun mtemal dar[ SIStem_

i penegakan hukum ;tu send:rz

Keterpengaruhan hngkungan ekstemal penegakan hukum ,pada era

- 'giobahsas: sepem. sekarang ini perlu memperhat{kan faktor-fakior -
-perubahan dngkungan aspek asta gatra balk yang berdimensi internasional

maupun berd:mensa nasional, yang secara totalitas sangat berpengaruh

terhadap keberhasilan penegakan hukum di Indonesia. Demikian pula

'-perkembanga_n lingkungan strategis intemal dari pada sistem penegakan

hukum itu sendiri yang memiliki permasalahan-permasalahan yang
interdependensial satu sama lainnya.

Perkembangan yang terjadi tersebut di satu sisi dapat memberikan

kKan peluang bagi terselenggaranva penegakan hukum yang mendukung

proses pembangunan nasional bangsa Indonesia.
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2. Lingkungan Internasional o

- Pengaruh globahsasn yang'melanda duma termasuk pula !ndones;a |

:":._'.;berkembar.lgi, terutama daiam upaya memenangkan persamgan dt bidang'_;_:-
"".::'_f::ekon.omz. Penggunaan lsu demokrat;sasn dan keterbukaan kelestartang-.:".  
...:'::;i'..i!ngkungan hidup serta masafah hak asasf.mar”}u&a dapat nﬁénzmbutkan'_'_-_“_:-
':.;'Ipoteﬁa pertentangan baru dan manghambat upaya dan kesmambungan:_'”' "
pembangunan yang d;[aksanakan oieh negara-ﬂegara berkembang. :
.3Pertentangan :n; muncui karena adanya per-bedaan persepsi tentang.-
peiaksanaan demokrat;saa dan keterbukaan kefestar;an lingkungan dan
.-'_._:hak-hak asaS| manus:a antara negara maju dengan negara berkembang.
;:.Neg.ara méfu |ﬁgm menerapkan masaiah isu tersebut sesual dengan nilai- |
nilai dan faisafah hidup mereka vang individualistis dan liberalistis,

sedangkan negara berkembang memiliki kriteria tersendiri sesuai dengan

nilai-nilai dan pandangan hidup serta filosofi bangsanya .

:'.'terhadap pola ’tata hubungan lnternasmna] Daiamfff'_’_”f

--{_.-daiam bentu__ tekanan' terhadap ne:g'ara negara' Ia'm 'khususnya negara_

.Perkembangan ilmu.pengetahuan dan teknologi.informasi, komunikasi. ... ...

dan transportasi yang bergerak maju amat pesat, ielah mengubah dunia

menjadi semakin terbuka dan giobal. Kesadaran baru bahwa dunia semakin
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i '_'_-'":.:i:'“':.'5'terhadap pola "keh:dupan ideolog po!mk"z ekonomi | _;03!8| --budaya- dan?f

'”":':-:-'-“i'ﬁ':'-?bahkan : pertahanan keamanan serta ~hul um bagz ﬁégara»—hegaral ber-:'.--.- o
- _f'.ﬁ_':ke.mban.g yang retat;f berada dl bawah kéndah negara—negara maju i
| Perkembangan ekonoml globaE dan kema}uan :Emu pengetahuan dan
5 '-_.te.knoiogl temyata ,uga .mempengamhl perkembangan dunla ke}ahatan yang_ y
"lsemakm mengiobaE ya;tu tlmbuinya ke;ahatan antar negara dan kejahatan _—
'..'__:-._-'terorgams:r K@jahatan d! bldang ekonoml serta kejahatan dl bidang.

=4 '::teknoiogt yang memerlukan anttSI pataf hukum untuk menanggulanglnya

Kom:tmen perdagangan lndcne&a dalam Forum Kerjasama Ekonomi
Asia Pasifik (AP_[_SC = Asia Pacific Economic _Cooperat_fon) telah mendorong

negara-—negara _berkembang, termasuk Indonesia, untuk memasuki pelaksa-

. haan perdagangan dan investasi yang bebas dan terbuka ke negara-negara

ma}u pada tahun 2010. Seba!;knya negaraunegara berkembang juga harus

siap dimasuki hbera%;sasa perdagangan dan investasi dari negara-negara
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_'.-:'-maju pada tahun 2020 Perkembangan ‘ini; akan berpengaruh da!amz_.‘:3__.-_::?3_"'_-

= penegakan hukum terutama hukum ekonom;

Pertemuan AR’F-’ (Asean Reg:onal Forum) terakh;r dfseienggarakan__:f-'-::'_-._'r:-:' -

'm--'f:-.f':'.pada buian. "_uE'."1996 d: Jakart merupakan_ upaya itk mengembangkan'::;f: o

ercsptanya kawasan .;A3|a

e _damaa dan produkttf Dlsadarl bahwa masuh ada se;umiah masaiah yang "

e _'-.mengundang perbedaan pendapat antara negara—negara ASEAN dengan_

o ._l'negafa negara metra d[alog, sepert; konsep batas iaut negara kepulauan E

nggara_-_ dan E Paszfik sebagalz"-:kawasan yang_.-:a:':f::.:’-"_"" '.

g yang dlterapkan RRC untuk wziayahmya dl Laut Cma Selatan serta L

”__-'pandangan negara-negara Amenka Senkat Um Eropa maupun Australia
yang akan memanfaatkan ARF sebagat wahana untuk menekan negaraw. '
'-negara ASEAN tentana hak asa31 manu31a Perbedaan pandangan dapat

menjadt sumber konfhk kawasan Namun disisi lain ARF telah mendorong

kesadaran negara negara ASEAN untuk memantapkan ketahanan regional

ASla Tenggara Perkembangan keadaan ini dapat mempengaruha pem-
bangunan nasional, khususnya pada kebijaksanaan penegakan hukum.

Di antara negara-negara ASEAN masih menyimpan sengketa

perbatasan baik yang menyangkut daratan maupun wilayah territorial, ZEE

(Zona Ekonomi Eklusif ) dan landas kontinen. Namun di sisi {ain, beberapa

negara ASEAN t{elah  membentuk Kerjasama guna mempercepat
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.__E_aln seg;

| *'*._"-'_f'i'-_-_'__Demtkla____._fpula kerjasama :antar Kepolls;an'__, Negara ._ASEAN yang secaraﬁ_-'-j:-';:jf_

0 "'lmtens;ve,-te'!ah puia"dsiakukan“ da!am'konte_ks sem'angat ASEAN

mgkunganmasgona; VT

Pembangunan hur:um pada PJP il yang d;arahkan untuk penmu;udan'_.-.}.;'__
i ﬁ__ISIstem hukum nas:onal yang bersumber pada Pancas;!a dan uubD 1945 .
_"'_”_d:upayakan melalw upaya pemngkatan kesadaran hukum masyarakat serta EAN

_semakan berkurang dan dagantlkannya hukum penmggaian kolonial oleh':

e -_hukum nasmnal

Keberhasnian pembangunan Nasmnai pada PJP l feiah 'berhasil':':;-

'menmgkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat ditandai dengan
tumbuhnya mkap_berani dan kritis serta meningkatnya tuntutan kehidupan

politik masyarakat terhadap kualitas demokrasi Pancasila. Tuntutan

terhadap pembenahan stmkﬁur poi:tzk proses pol:ttk komunrkas: pol:t;k dan

lain-lain, ~ memerlukan suasana keterbukaan dan keteladanan para elit

politik termasuk aparat penegak hukum.
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i -'é”:'j---':_'_:'i'fcenderungi 'semak;n"""'kuat dl iaan p:hak' 'kemajuan IPTEK mendorong;-f‘}_:.-:IS_.'

__asn serta exspio:tase sumber daya aiam secara berkeieblhan tanpa_.:-'::_--;'ff- :

'-*f:"_memperhat:kan daya dukung ilngkungan bagl masa depan memer]ukan.-'_'_-”

T "antus;paSI penegakan hukum yang mumd;mens:onai

’aLi:ﬁ'gf'kwigéh-.ahte'rﬁn'a}amkuﬁm' = A

Amblvaiena hukum daiam UUD 1945 yang kemudlan kurang -

_--dstmdakianjuﬂ oinh peraturan perundanguundangan ds bawahnya |

-Icenderung telah menempatkan aspek~aspek pelembagaan dan .

kewenangan penegakan hukum kepada situasi yang cenderung
d:iematts, _antara konsistensi kepastian hukum dalam law enforcement

(legalitas) dengan konsistensi  berfungsinya hukum  bagi

___pembangunan (SOC;a; eh“ggiﬂeerihg_)' ) Beium {agi permaga{ahan B

lembaga pembentukan undang-undang maupun lembaga penguiian

undang-undang yang belum optimal.
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ERTANGGUIG
JAVABAN HK -

_____sta_r}_s; Banyakny_ }peny;dtk—i

én-z"‘h's,t'anSE cendemng kurang'i -~

-"’fi'_.".':-r.”i:erantegrated,':'s'ehmgga beraklbat pohtsk knmimi kurang berjalanf':if’-"

s dengan ba;k dan berdaya guna tlngg!

Struktur nassonal menempatkan aparat penegak hukum haktm_-_-_i-_:' _

g._j:';dan peny[ci:k poln pada kondisa yaﬂg unzk dan dllema’us dimana"'f'_'._f.f;

-;bertanggung Jawab pada ieblh satu iembaga negara, sehmgga.f:‘.

'secara udak iangsung telah mempengaruhl unjuk kerja konsistensi

_ nanegai{an hukum

d. Potensi Desparitas pidana, yang memungkinkan penerapan

delik pidané dapat berbeda antar aparat penegak hukum (polri, jaksa,
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L _-f.-'!.'_-d|rinya karenakmerasa mendap'at kettdakadnah .

T!dak .'.terh:ndarinya :despanta s p[dana dafam penyelengaraan

. s.lstén'.l. penegakan hukum ..(.Cr:mmai Jus’uce System) merupakan"'a
-:'j.:nd;kator daripada tldak berfungsmya s;stem peradilan datam mencarl__“-
'..keadlian dl negara hukum dan sekahgus me!emahkan kepercayaaniﬂ -
-'masyarakat terhadap penegakan hukum . 7 |
| f _' S;tuasz d{lematis yang dahadap; oleh .para apia:rat. penegakf'”"
hukum . daiam pengambi!an kebijaksanaan penyaringan (seleksi)

hukum - pldana melalu; kewenangan yang dimiliki seperti; diskresi

_ kepoils;aﬂ, kewenangan depom_r Kejaksaan, keputqsaq__ﬂ_hy}gqm_an-

bebas &epas cienda atau bersyarat dari hakim serta remisi dari

!embaga pemasyaraka’tan
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f_'..d:banyak-i';mstan:-*,i .-'_dan..departemen_ memungklnkan s;stem peradtlaﬂ'_.':.:.;;"_

:":g;.kepentmg'an kekuasaan sektoral depaﬂemen atau lnstans; yang_-:f

2 i-":::_'.'é_f,’.;be angkutan

Kewenangan penyanngan penerapan hukum yang d;m:![kl oieh_:_”

- kesewenangfwenangan_ap_ab_ll__a ndak _delanda_sa oleh moral yang tinggi
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'-_aparat penegak hukum dapat membeﬂ peluang ter;admya perbuatan o

Seﬁa-ﬂdakdﬂeﬂgkaﬁﬁ§eh8§8{£§m€@ﬁg§yang ba;%ﬁ e e S TN




W fblsms

. """f-if'[';._:_'kesiapan "--}bangsa Indonesia itk s egera"" menata : pErundang'{':":'":f:'jf"'_':'.

S un dan g annya yan 'enderung:_. : rtlnggal serta t:dak memzhkl kekuatan’_':'-_*: '

-f-‘_:_"tawar menawar terutama daiam menghadapn persamgan curang:'_':i::f

Perkembangan modus-modus kejahatan yang memanfaatkan;..-
f_'kemajuan limu dan tehnoiogt serta pengorgamsa&an yang ‘trans-f.-_"

. -nas;ona_t,-‘-p_erlu --dl_ :mbangz. o_leh sistem ._penegakan hukum di -

Indonesia.

Ku_al_i,t@s.:_ dan_kemampuan psjabat-pejabat _birokrasi maupun -

aparaiurﬁukum yang masih belum memadai, pendidikan yang rendah

dan kurang memiliki motivasi memperdalam ilmu pengetahuan yang
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Keberh331tan pembangunan yang dlfaksanakan selama PELiTA--f};f'.;f-._z

Vi telah membenkan !andasan yang mantap bagl kesunambungan_:-.E__'f:_;. _ |

' pemba.r.ag.unan dimana Pancas:ia teiah datersma sebaga; satu satunya .

.'_._.:"asas da!am kehldupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara = |
.honsep .pemakzran akan pentmgnya kesezmbangan funQSI

'-;'?.-..-hukum untuk alat rekayasa sos;ai dengan fungsr hukum yang_.::__f".

.'_'.'legai!stis menempatkan hukum pada posua: yang t;dak dapat
dlabazk_a_n _dai_am .pembangunan_ yang _berke_lan}utan. |

-Perk_embanga,n ilmu dan teknologi  informasi yang berbasis

" ”cdrr'iputer méMUngkinkén, 'diciptakah sistem kerja"ﬁéhégékéﬁ hukum

- -yang-!eblh -efisien -dan terpadu antar aparat penegak hukum, serta
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"._'i_"-"membenkan peiuang bag; masyarakat untuk menciptakan kreatlwtas

""”_'_'.-_";dakam upaya menmgkatkan kepatuhan ketaatan serta partlsmasxi:
_1:.._:_:_.;___._.temadap hUKum P B : : ¥ 5 -

Beriakunya I’.u;lkt.Jm.. !aut. Inter.naszona.l “yang .dzratn‘". kasi. oieh_?:}'_f;___f__.

'_"negéra Repubhk indoneSIa dengan Undang Undang nomor; 17 Tahun." |

B '_1985 -sejak-tanggai- 16 -Nopember._1994 beriaku syah menjadi hukum

internasional positif, telah memberi peluang bagi pembangunan

_.hukum kelautan dalam rangka hubungan internasional. Demikian pula

dengan ditanda-tanganinya perjanjian ekstradisi dengan beberapa

negara telan memberi peluang bagi penerapan dan penegakan hukum
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'_:'kepada aparat -;penegak hukum untu penggunaan tau tadak d:gunakannya.-f B

e ':_"-':E.fupaya paksa pldanaf kepada: para '_9 aku pldana, _daatur oieh rambu rambu'

i -'::hukum pula untuk menoegah terjadmya kesewenaqgwenangan aparat

Ketldakpuasan masyarakaL terhadap pelaksanaan fungsx penegakanf‘;-

k. :j_f---:hukum serta bertubf-tub:nya knﬁ entang morai dan et;ka teiah menjadl |syu e

'_'fpada akhtr»akhlr lna Kntti«kn’ak tersebut dlsebabkan oieh kekecewaan_'_'_, .

: :':_em_o_:su_onat _terhadap :_pelg_ks:anaan-'p_er_a__eg_akan h_ukum,_ .yang dalam hal ini _.

ﬁmem'pakahﬁ-fung'si pérédilan' 'pidahé -ta'npa meméhami permasalahan E

-___-mmngaga; ciarl sgqmm mmm yang pada .saat. p@nuh dengan.. oo

| pe_afm_asaiahan yaﬁg diiemaii;s 3
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s __'.”':_ﬂéberadaban manus&a sendm

. ":__'_'.'__:Ej“-per;ggun an_hukum (padana) meru'pakan cara yang pal;ng tua setua‘_z'_-:-__._"

i :'.._=;3f'.;::.kém'ajemukan masyarakat Indonesza yang sedang membangun

. Sebaga; suatu masaiah keszaksanan yang t|dak iuput dan masalah.:_]’ :

:-_-:f'f:.;'ipenz.iazan dan pem[hhan berbagan macam a!temat;f pendekatan maupun
H 35;bobot kepentmgan mis; hukum permasa!ahan konSIStenSI pun menjadi |

| _' ‘:permasaiahan tersendm dengan segaia konsekuens.nya |

Persoa!an konsekuensa hukum dar[ penegakan hukum itu sendirt .

B ,:'teramat; tidak hanya terletak dari pada permasalahan diiematika hukum saja -

tetapl temyata iebin kompieks sebagalmana hakikatnya, hukum merupakan
inter sub sistern dari sub sistem pembangunan secara keseluruhan.

Pertanggungjawaban moral secara mumi dari setiap individu

dtpandang pahng tepat dalam menghadapl_5:"1.-'_::__:1 '

_pengambil_kebijakan_penyelenggaraan penegakan hukum, dituntut pada = =

perasaan kewajiban dan tanggung jawab sosial terhadap kepentingan

umum dan masyarakat maupun kepentingan yang lebih luas lagi, yaitu
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et :_lndoneSfa“ namun dem:k:an kesemuanya tergantung darz pada kemauan dan

e ';"';:-_'._'tekad'serta semangat (:pohtlcai w:li )para penyelenggara negara =

: _"j;.f'_,_ﬁj_2.." .Diléhiaiika':Pﬂeh'efg?akéﬁfHumrﬁ yahé i{onéé_kljen_

Ketidakpuasan banyak orang dan plhak terhadap penyelenggaraan' o

B penegakan hukum yang dalam hal ini. s&stem peradllan padana tanpa

P e memahams secara mendalam hakikat hukum :tu sendm telah menempat-

2 :_'kan aparat penegak hukum sebagal buian bufanan atau kambmg hitam yang_ E

: ':'tldak membawa penyelesalan

Kera_ncuan persepsi tentang nakikat penegakan hukum yang
konsisten dengan menempatkan hukum menjadi panglima, sebagaimana

ciri dari pada ajaran atau pandangan faham idealistis hukum, telah

mempesisikan hukum 'barada di ataismkéﬁédl;ipén bermasyaz‘akat semua

aparat penegak hukum harus berjuang demi tercapainya keadilan. Menurut

pandangan ini, hakim hanya mengabdi belaka kepada Dewi Keadilan,
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-f:"ff'.'f'_ff-".'kekuasaan aparat-jzkehak;man yang mungk[n --dapat terjadl '.pada aparat-E'j.”_;"':':;.‘

I '_'aparat penegak hukum Ia;nnya karena persep51 hukum yang sangat sempltf'-._s' _

| '3_ '.“fsehangga cﬁa~czta hukum Negara Rechtstaat semakln kabur
Negara Endones:a yang piuraiist:s dan sedang membangun di segaia:’-"'

| budang, menghadapl permasalahan yang sangat kcmp!eks peranan hukum_'

._ '__;-_'_yang berfungai sebagal rambu—rambu pengendall pembangunan sangat_

i -._-_:-dzharapkan dapat berfunga lebzh t[dak sekedar repreSif (Iaw enforcemem).* -

| 'tetapl Juga berfungsa sebagaz socral engmeenng Pemfungs:an (misi) hukum |
:s_e_cara_ optimal ya_ng_ttd_ak epas dari kenyataan kehidupan masyarakat itu

séndiri,séb_agaima_na ajaran Stuurmodel telah menempatkan hukum tidak

| ba_g_iaﬂ_dari__ kehidupan bermasyafakat dan berbangsa. Dengan ajaran ini,

hukum bukaniah untuk kenyataan hidup' bermasyarakat atau berbangsa,
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o _'--._".j_'-__-;-ffiha_rapan maﬁyai'akat ;”donesm*

j---Kebemasalan penyelenggaraan snstem peradlian pldana yang sesuaa}

ngﬁ-.sedang-i membangun dewasa zni

| _-er-':sangat 'terg:antung -:dare komitmen::aparat penegak hukum yaltu peny;dlkf;":3.51{.-,'. |

.'.:".'f.'_.':_'-fl_-'i-:-kepollsmn ke;aksaan kehak!man serta seiuruh partiszpan hukum dan-f-'

'_i_-”'_':'_;:’terieb;h utama Iag; para penyeiengara negara yang d:harapkan sebagas_-_"_f-a'

g _:j:._u;ung tombak mencaptakan kebl jakan-kebljakan hukum yang kondusnf

. m;pgkﬁkm LD
Kebuakan penegakan hukum yang berkuaittas sangat tergantung dari

manusia- manu51a pengamb;i kebuakan hukum ltu sendm di mana korelasi

moral, "hukum, dan etfka per!u d;dalami secara kontekstuai satu sama

mlamnya
Pada mulanya hukum he%as‘al dari efika yang merupakan cabang dari’

filsafat moral yang mengacu pada nilai-nilai mengenai kebaikan dan
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S .r_m'cfralita

masyarakat. Dalam katan

sfdan _etlka' adalah 'pandangan mengenaz berlakunya norma daiam” '_

.-Dengan __ emlkian _:hukum' dan mora_ salmg -.bersangkutan erat sekah

'"--_-'."-'_'3_'-_-.Hukum membutuhkanrmorai Hukum t;dak berarts banyak ka[au tldaki":..;:'-_:

L "_'___--'_‘-'ber{andaskan morai o Kualrtas hukum sebagtan besar datentukan oieh mutu

e f.':?morainya Sebahknya»m'ora! Juga membutuhkan hukum Karena mora[ tsdak:__-f"..::
RS _"jberartl ;lka tldak d;ungkapkan dan dl!embagakan dalam masyarakat da!am. .
bentuk hukum Hukum blsa meningkatkan dampak sosza! dar; moraiftas_'_ |

' (Jaksa Agung, '1996 7)

Hakum dapat dzkatakan bersumber pada etlka karena pada umumnya

_-__apa yang d'mia; ba[k atau buruk oieh e‘uka kode etik dan norma-norma, juga - |

= : dmsla; sejalan oteh hukum Oieh karena :tu jlka terjada suatu pelanggaran

terha;dap norrna dan_ntiaz kode et;k suatu profea akan dikenakan sanksi
tertentu. Demikian pula bila terjadi pelanggaran terhadap norma dan hukum,

maka terhadap yang bersangkutan juga dikenakan sanksi yang lebih berat

dari pada peianggaran kode efik profesi karena sanksi hukum bersifat

memaksa dan diberikan oleh Negara (Jaksa Agung, 1996: 7).
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sn| jeiaj bahwa hukum dan penegakan hukum_'.'&_'_:='f:_-'-;--_




erupakan ﬁmp%ementas; da ar?'han pembangunan hukum dalam_x-'f::_f_:'_“

" GBHN f-(Jaksa .gungm996 22) Penegakan hukum_ yang tanpa andasan:*.;i“i_

f-'*.-.:;;._akan 'kesadaran moral;taslz-t.dan etl ka _-berbangsa akan cenderung menga!aml'fr":-"_-':_.'-_

| ._”':fkegagaian karena penegak hukum t:dak periu mer asa bertanggungjawabf;t”

' '  ; _ ':..secara mora! terhadap apa yang mgm d;tegakkannya Oieh sebab ttu
.__'-'kedudukan dan kesadaran mora! dalam penegakan hukum adaiah s.angat': ;

= :"__:.:_penting . o '
| Selam yané telah d;sebl.,ftk.an d: atas mofal (morahtas) serlng:.

=g 'dlpahami sebagai 31kap atau tzndakan motsf kebuakan kualitas karakter. .

atau jents perbuatan yang kemudzan d[kaltkan dengan kebenaran dan
kesalahan, kebaikan dan keburukan, dari suatu perbuatan. Sebab itu,

moralitas berkaitan dengan kualitas moral dari sesuatu dan meliputi

_Immoralitas.sebagai lawannya. Berbicara tentang moralitas sebagailawan_ ... .

dari immoralitas, moralitas hanya meliputi kualitas moral yang positif seperti
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_"bangsa"secara":kolektnf

_ Ieh' sebab'-itu a;aran morai-memuat pandangan-pandangan tentang:

jf_: :".:nalat—miaz dan norma—norma ._mora[ yang terdapat d; antara seke[ompokf‘

"*-'---'-:i_f"-.'manUS|a atau bangsa N:ial morai dsmaksudkan sebaga; kebaukan manuSia:__"_-;";f_-_.-: -

' '"-'_'-"'ﬁ'__'sebagai manusaa sedangkan norma morai adalah aturan tentang_'--'f"

:;:"_:-_:"".bagaumana manus:a harus hldup supaya menjadl bank sebagai manus:a

8 ::.:--_:'_Dengan demlklan norma—norma moral memthk| bobot yang astemewai‘ i

'dibandmcakan dengan mrmamorma iamnya Norma—norma moral mengukurff_- "

tmdakan_ses__e_oran_g_ _sesual dengan kebalkannya sebagai manusia (Magn|s~ .
. Suseno, 1996: 2-3).

'Dengan pemahaman demikian, hukum dan penegakan hukum yang

-berlandaskan . norma-norma..moral_pun..memiliki. bobot_yang. istimewa. . ... .

sebagai upaya memperbaiki kehidupén manusia melalui bidang hukum.

Sehingga hukum dan penegakan hukum patut disertai pertanyaan, sudahkah
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> Jika jawabnya

(Iaw as source)
. O!eh kaum hum.anz.s hukum dis”ebut“sebagéi sum.ber 'mrahtas ml.;
'”'--' ' -:;Emenu.njukkan bahwa sebagalmana hukum moral;tas Juga harus mengaianﬁlii_
_'3:_'__'fi:'remforcement untuk memperbalkl kondiss manusna Secara timbal bahkf; :
|  ':_ .':_d;aiektis enforcement yang bersﬁat memaksa yang dapat dliakukan. daiam
”suatu negara bangsa adaiah oleh hukum dan perangkat hukum Dengan'

“ demskzan antara hukum dan morahtas sesungguhnya tak mudah dttentukan__"-'-

- ARA-Yang: meﬂ}ad; sumber- karena azas-dialektis-bisa-diterapkan-di-antara. oo

. ked_u;anya- |
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| *“‘-}_-' . ".-":'_'._"_j-sepintas-"'-akan me 'gesa'kan "bahwa hukum dasar UUD 1945 tldak tegas:'_:-i_j_..“.' |

.;j: __.:-'::d!ka! angan dUﬂ

‘Pembudayaan _enega_kan_;Hu‘kj'um:Yan'g'-xoh“sis_tefn‘-._.,: e

i Konsxstensn penegakan hukum sebagaa mana ajaran adeai:s‘us hukum s

ia;_zluar indones&afdikenai sebaga: saiah satu negara yang::'_'

| '-_:-.'_:'_'lemah daiam penegakan hukum o

Apalagu d;tambah dengan kenyataan penegakan hukum di iapangan _

' 'fsermg tarjad: saiah iafszr masyarakat terhadap kewenangan penyanngan_ ;

”""'da!am mempos:s;kan'_aspek_penegakan hukum di lndoneS|a untuk hal m;_tﬂ:{_ o

penerapan hukum ( Kasus kasus daskresa duponer remisi dil )

Sakap - kritis _.masyara};at dalam” meﬁymmti penyelenggaraan

pénegakan hukum yang dinilai sering tidak konsisten dan pilih kasih seria
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_...lembaga pemasyarakatan) dalam penyaringan (seleksi) penerapan hukum .

'f'komltmen morai para_?f“':-_

Kebuakan penegakan hukum yang konsxsten .pac.ia hakikatnya adalahi".

L :_i ';_kebijaksanaan daiam suatu s;stem yaatu s;stem penyelenggaraan perad;[an:_._ "
:..'.:-pldana | yang harus mengacu pada Pancaszka dan UUD 1945 beserta"{
-' -. peraturan peraturan dibawahnya Kewenangan yang diberikan hanya

'-kepada para aparat penegak hukum (kepelasxan kejaksaan, kehakiman,

harus tetap mengacu pada konsistensi fungsi hukum untuk pembangunan

pangsa.
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B .:peranan hukum sebagaa aia‘t rekayasa' soma!) merupakan konsekuensn iogis

S '._;5-5;_?15-dar| keb:;akan penegakan"hukum yang d::plizh;o.!.eh:: lndonesaa
e Dengan demlk;an .peranan SIStem peradalan ptdana m.erupakan.ala;t..":f’.':
s -’i’bérfungsmya Poht[k Kramlnai Nasnonai dimana eks;stena dan wubawa:'ﬁ_.i._-'. |
| | hukum akan sangar tergantung dar; pada konszstensmya pemenuhan_-
| :""._Prosedur hukum Pengamb[i keb:;aksanaaﬂ Para apafa’t Penegak hUkum. =
;sepertu poi:sa 1aksa hakzm dan pemasyarakatan serta peibagal badan-

" _-badan eksekus: !amnya

S1stem Peradalan P;dana atau Cnmmal Just:ce System, yang terdiri
dari komponen penegak hukum yaitu Penyidik Polri dan Penuntut Kejaksaan

serta Pemutus Pidana Kehakiman, serta Lembaga Pemasyarakatan pada

._hakikatnya. merupakan_satu kesatuan kekuatan yang horisontal terpadu =

namun memiliki kewenangan-kewenangan yang komplimen satu sama lain.
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'.'_'-"1.'3:-__f_'-.'_'beria:__ut sesuai spesnail_saSI bldang 'hukum 'ﬂamun terpadu :

| :f}{red;:bliztas :_.;kuahtas profesz penegak hukum periu dabakukaﬂ Qntuk}_,_r.:'}.:n'_
: "."'5'._':._-_'rﬁemben kepastzan pertanggung;awaban hukum dan para penegak huifum -
" ltu sendm yang karena amb;vaienSI status pOSiSi yang disandangnya sangat i
:'.';rentan terhadap salah tafszr hukum serta mtervenss poht[k .
| Kompetens; penegakan hukum sangat d;pengaruhl. oieh kemaual.'.l;;_.}il
_’--ééra. aparat penegak hukum untuk selafu memngkatkan kemampuant

: :-_keprofes;onaiannya terieblh-!eblh tekad para penyelenggara negara

éebagai elit politik yang berwenang _untuk memberi kesempatan tumbuhnya

- kemandirian penegakan hukum di indonesia yang lepas dari segala campur

tangan kekuasaan birckrasi itu sendiri.
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Permasaiahan penegakan hukum"-d': masa mendatang akan semakin_::'ﬁ'f_"-"' |

- '-.'-::“If':kofnp!eks dan mengandung makna yang sangat mendaiam baak yuridls

:ﬁ_ _{sosmlogls po!ms maupun f losof s teriebuh—lebzh dengan tuntutan hngkungan -:
__'.f-_'gtobai yang turbulent dan transnasmnal menuntut pula penyempumaan
'. .dukungan manajemen moderen yang berbaszs teknolog: mformas: computer_::

'.-on Ime yang memungkmkan pe!mtasan batas struktur organisasi, :

de_parte_men -serta f;,ungsi sehmgga_-memu_dahkan para -pengambil keputusan

mengémbii'kebijal'ksanaan hukum secara efektif dan efisien.

5. Reengineering Penegakan Hukum
' Citra penegakan hukum yang memprihatinkan di indonesia meru-

pakan kulminasi dari kualitas totalitas dari komponen-komponen kebijakan
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;.ﬁ":.ﬁ_.mendasar' baga sukses tldaknya p ses pembangunan naS!OI’ial ?er IU dlC&Flzfﬁ:frfi |

i ._fupaya trobosan yang dapa’t memberdayakan secara smergl segenap aspek;-}'ﬁi_:_f:
"!f-_.'._':'f._'i'::édan komponen s;stem penegakan hukum yang sudah ada T
o Dl Indones;a saat ini mlsl penegakan hukum dapat dfterapkan oleﬁ
= '_:-:_;nsténSI terka:t yang dalam pelaksanaan tugasnya secara teor;tls dapa‘sf:ﬁ
_dtkategorikan daiam tsga model yakru modei mandir: (baca sendln.._.
”_sendurl) model terkoordmaSI dan modei terpaclu Catatan yang akurat

e mengenal modei mana yang Ieblh effektlf da!am peiaksanaan di lapangan

' :beium klta m;hkz namun dan kaj an dllema‘as phenomena kasus-kasus aktuai:--.f

' :dapat d:anahsa kondisi penegakan hukum di Indonesia saat ini.

a. Model Mandiri

Pelaksanaan tugas penegakan hukum secara mandiri (penyidik

mandirl). dilapangan terutama effeldif untuk kasus kasus yang spesifik

dalam lingkup terbatas atau bidang/fungsi instansi teknis yang
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Pe!'aksanaan tugas penegakan hukum dengan model koordmasz:f’-:f_f-:}:-"

g ':.terutama eﬁekt;f untuk mencegah terjadmya ekses bagn instans; penegak"i'_'.'.'_.ﬁ _

e hukum -te.*fka*t@ ‘model i dilaksanaan _.temtﬁm_a :Uniu_k. (asus dengan ;-p.otenss-f s

ki -'-_-lekééz's'-'-yéh'g'berpéhgaruh 'bééér’fdan':tidak d'éién.i' séﬁép kasus Untuk' .kasu's:':_

kasus tanpa berpotensu ekses yang berpengaruh besar model ini tidak dapailh _ |

.';-karena faktor blaya dan kesulitan teknss lain dalam me!aksanakan'_]-' |

g kcord:nasz Model m; hanya diiaksanakan dalam sejumlah kasus terbatas ; _'

SR karena kendala b[aya dan dukungan teknis yang memang sangat terbatas

Da!am p_ene_rapan modei ini juga rentan terhadap kecenderungan sikap
teriutup dalam komunikasi antar instansi terkait. Padahal sikap yang

_menghambat ini terutama secara alamiah akan muncul manakala beienggu

kekhawatiran terganggunya kepent;ngan sempi‘t masmg masmg lnstansz

“bahkan masing-masing personel. Pengaturan pemenuhan kepentingan

sempit dan kepentingan yang lebih besar sekaligus atau tepatnya koherensi
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'i"'__g_.berada d_tbawah domtnasmya sehmgga keterl;batan dan peran ak’uf dan'

L "_:tanggung"Jawab pihak—plhak terka:t keseluruhan suirt berkembang "

'5—' . Medelterpadu N

Pelaksanaan tugas penegakan hukum secara terpadu ada!ah suatu_"i-"'-"'
L :-model yang sdeai namun menuntut mvestam dukungan matenal fasilitas dan
- jasa yang besar Berbeda dengan modei manciln dan koordana31 model

' ”‘terpadu meﬂekankankan pada ketemaduan noia nilal dan tanggungjawab

| :daiam pelaksanaaﬂ tugas Mode! ini ideai daiam mengatasg keiemahan dua'

"If'moﬁdéi tii';ataé%s_,”jag"a”'modéé? Er‘gi merupakan model vang paling seffektif untuk
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e .'.:akan d[bahas organtsaSI yang seianjutnya dlsebut sebagi t:m Namun perlu:_‘ﬁ_z--‘_‘:‘

L .{;F:.dlcatat bahwa 't:m':ml daiam f:-kaitannya dengan miS[ MIS! dar: tlm yarzgii..;f-':f
"j "3bekerja terpadu dalam tugas penegakan hukum tak dapa’t Iepas dar; acuan'-;: '

e ’yang sangat mendasar yakn: m:sz yang dtamanatkan daiam UUD 1945

DISJHI dapat dmhat adanya penerapan sekahgus konsep desentral;sal

dan sentral;saSI Kemandlnan untuk memanfaatkan sngenap potens; yang;.f:'_.;‘_..-'
. ada”bagz seorang penegak hukum seKallgus terkalt pada misi penegakan.
| hukum yang konSISten dan konsekuen dengan dasar norma-norma moral.
Keterkaltan aktmtas mdrvndu penegak hukum sampai kepada jaringan

E penegak hukum yang membawa misi utama adalah bertingkat-tingkat. Robin =

Wood dan Giles Taylor mengkategorikannya dalam lima tingkat, yakni:

tmgkat aktavaias mdwadu kelompok akiivitas, oroses-proses menejemen,

80




S '_;_-_'_::5rantai n;ta; hingga'" B ik _._.____:995 76) Mengka:tkan kemandman;'_;.;_'

_'-f'..i“.-'-'dan potens; pelaksana'hukum__ darl t[ngkat aktl\ntas mdmdu _ke_

I:mgga Jarlnga = ker;a

| --'-'-;_'-:____gkt;__v;_tgs;,--;:__-p_rqs_e_s-;_p_rjoses ---manajemen r-amtal.---nlia:- |

"embawa m:s; u ma:"'ibukaniahj.suatu_'-peken}aa

gty ﬁmudah: yang -'d_apat -diiakukan:-tanpa ' metode %handaf :dan pem'ungksn (enabler)_::-'*_"i.i &

'.:;.5;::{_'..yang tersed:a Reeng neermg merupakan metode yang dlmaksud dan
'_.__teknoioga :nformasz adaiah pamungktn yang te[ah hadir untuk dlmanfaatkani g

___::_:_;::.Secara Opﬁmal T RS . _
Hammer dan Champy yang mémpépuferkan metode reehgmeenhg,'_::
 '_.___mendefinESikannya sebagau beﬁkut “Reenglneenng - (rekayasa ulang).
merupakan pem:klran uiang secara fundamental dan perancangan uiang |
.'.'secara radskal atas proses*proses kerja untuk. mendapatkan perbaakan .

| dramatss dalam hai ukuran kinerja yang pentlng dan kontemporer seperti

g 'b;aya kua!:tas pe!ayanan dan kecepatan " (Hammer dan Champy 1995:27)

Reeng:neermg mempakan teknik paling mutahir dalam serangkaian

teknik yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja organisasi. Teknik ini

melengkapi manajemen kualitas total, peningkatan yang berkesinam-

digunakan dalam berbagai cara (Wood dan Taylor1895:3). Singkatnya,

dalam dunia yang berubah ini, reengineering merupakan alat untuk mem-
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o f':_(V\fcsawafl*i 199 ;8':-:9)

Dengan konsep reengmeenng taktis dapat dajabarkan teknak%ekn;k"f__-'f-_-

:'-;:'hmgga Iangkah~!angkah pelaksanaan reengmenng dnt[ngkat pe[aksana

"'tanpa terkungkuﬂg oleh sntuasu makro dan belum ter}abamya kebijakan R

”'f:._-plmpman tentmggl pada ievel pembma tekms dlmana melalui geiar_t._".._

-_"_perkara kewenangan penyanngan kasus«»kasus padana dapat dlbenkara )

e '-Just;ﬂca’z;an sec:ara bertanggung jawab secara berjenjang Reengineering

| __'taktas juga dapat dztea'apkan dalam pergeseran dan model] koordinasi ke

: 'modei terpadu

| Reengmeenng taktis tidak menymggung perombakan sirukiur, namun
secara taktis semata mata merancang ulang proses proses kerja. Froses

kerja di tingkat pelaksana dimana penegak hukum sebagai penyidik mandiri

_memainkan. perannya_dalam melaksanakan tugas-tugas spesifik, dirangkal

dalam sebuah tim yang melakukan sebuah proses yang transparant namun

masih tetap memiliki privilage untuk setiap lapisan yang berkewenangan.
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0 REENGINEERING PENEGAKANHUKUM = -
s (CRIMINALJUSTICE SYSTEM) - o - LA

| brggxsﬂsdggﬁvéﬁﬂggﬁéi._t-  Sy  :_;.'._';;

b
2
Liy
O g
=

— P A8 o nEn s oo

 PANDANGAN
(FUNGS!)

'E:)aiaﬁl__.hal ini per}gert_ian proses adalah gabungan beberapa fugas
E .sgﬁés‘ifik .y'ari_g .di.t:ujﬁkan untuk méngh_asi!ka'n'_niiai, Nilai penegakan hukum
disini adalah adanya konsistensi penegakaan hukum sebagai modal
rekayasa sosial dalam mencapai cita-cita bangsa. Reengineering taktis

mengatur ulang perangkaian tugas-tugas menjadi proses kerja,

hanakannya, bahkan mengotomatisasikanya dengan pemanfaatan teknologi

komputer online. Serah tugas (Hand-off) merupakan sendi-sendi kerja
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84




'.'.'-_-:-"-__'akan menjadl basis - utama ang" mendasari pengambllan' keputusan?iff":

HE -__-'strateg:s Tanpa data_dar:“:_OLTP”--dan' 'engoiahan data (Data Mmmg) suiltf{_”;'_;'”

":'”-_-_"-:'untuk d;harapkan suatu kepuiﬁsan: yang tepét kons;sten dan diﬁam:s dalam'.'-::_.fi'_-.i'.j.:'
e 'T-masa turbulen Enl Pengolahan Data dalam ;umlah yang amat besar dengan}_’..ii
e ='_kecepatan tznggi bzaya murah dan pemakalan yang mudah sudah tersedsa.f-f_' :
| mela&ut teknoiogz data—mmmg yang saat mi serlng Juga dlslmboikan sebagax '
_"On~Lme Anaht:cal Processmg (OLAP) sebagal produk yang memungkmkan_ -
i _dliékuka.nnya anahsa yang tajam tepat waktu dan dziakukan sendm oleh._'
i-_':'_p.ampman secara mudah tanpa ketergantungan kepada praktnsr teknologi :
'mformas;. Keputusan strategls yang tepat wakiu dan tepat sasaran.
merupakan esensi dari reengineering strategis, dengan demikian dapat kita

pahami bahwa reengineering dapat membawa Sistem Peradilan Pidana

yang solid, konsisten dan berdaya. Demgan adanya OLTP sebagai

pemungkin reengineering takiis dan OLAP pemungkin reengineering
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L ___ang *ke ad_a kita semua

: tuk mereailszmya
fd{kemukakan Oleh Resmck juga menjadl pentsng dan menentukan dalam:
- '3_.-j'zpanerapan metode reengmeenng SR

:bag; sehat tldaknya sebuah organ13331 Llngkungan kebudayaan yang_-_' :

-daru.kebud__ay.aan_semak;_n_.;e!as_. D_a!a_‘;r_n ha] :n; d;ha,rap_kan para pemimpin
: dapat méﬁciptékéﬁ su_aﬁj ké.btﬁdayaah. y'an_g kohdﬁéif bagi _berkembangnya
pemberdayaan part:s:paSi cian kerja sama yang bartzngkat tinggt
| Untuk mencnptakah "kebudayaan kepem;mplnan” semacam itu dapat
dicapai meiaiw empat iangkah kunci yang diangkat dari Resnick dan
Garland (1995:22) sebagai berikut, yakni:

a. Pimpinan harus secara personal menjadi teladan dan berperan

tingkah laku yang sama dari tim senior.
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-'--'5'-3_-__'_-'_5___--f-.._:stategxs penggeiaran pohtak penegakan hukum maupun po!;tlk knmlnn_f_-'z_._ﬁ:_--_':i--
'__'__";_?naseonat dapat terselenggara deng_an focus dan berdaya tmgg: bagz.f"-__.f""f';,_..

_'_:_':""fpercepatan__ pembangunan 3ndon531a Masakah seianjutnya adalah ztzkad-_‘-;._':-;:_'.;'_'-

- Ko___fe_____ berikuinya tentang reengmeermg dan budaya seperta yang"_fj'_-f__f':;';":f:'-

L e fpatemahstsk menjadlkan peran para plmpman sebagat pembemuk utama i

serta se_ba_gai model bagi nilai-nilal yang diinginkan, dan menuniut




~ dikaji lebih lanjut untuk pengembangan budaya kepemimpinan dan

 manjemen diingiungan penegak uum.
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e 'Pancasﬂa dan'Undang Undang Dasar 1945 sebagas sumber segala sumber_" o
_:'_:-_hukum dan moral T
Pancas;la sebaga; cvta hukum indonesna dan cita negara Repubilkf"fzf

:{Endones;a ditenma oleh seluruh rakyat dan bangsa ndones:a dalam ws_uudf_ _

f_uua 1945

Pemuatan aturan-aturan pokok pada Batang Tubuh UD 1945 yang -

f;-pal;ng tepat dari pend:rs negara (The Foundmefanmers) Dimana

aktuahsa_smya dan _kenyata_an dari waktu ke wakfu diserahkan kepada
seméng'at tekad serta integritas pengambil kebijaksanaan yang

berkewenangan pada penyelenggara negara terutama para penegak hukum

masyarakat yang memiliki moral dan etika kebangsaan.
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n dalam mengatasi masalah

e :'f-_’:i_-:"'.fpenggunaan upaya paksa hukum wenangan penyarnngan hukum_":_ --

: 3"_:.'5:';_"%<epada aparat ___penegak hukum (kepoi;suan kejaksaan kehaklman serta-.-':iii_'*;_-' |

;_-.':p.emasyarakatan) iei'ah menempatkan aparat penegak hukum pada s:tuasi:;f;";'_f:::.' :
'yang di!ématls sekaifgus rentan terhadap kritlk | Isyu masyarakat.._-f.
= :.'sebagaimana kond:sx saat ini. d:mana masalah morai dan etzka penegakan;g
. ":_; '.:_:f.-:'hukum teiah mencuat d;blcarakan dzmana~mana ES .

Peiajaran berhafga. | dan kasus kasus méupun penstiwa deml_f' -

pergstiwa menOﬂJOI yang. sebagian | dlungkapkan da!am taskap m; 'Q
:':' ;-_fmeh.cermmkan gambaran kadar sadar hukum masyarakat yang sekalt.gus'fg.;_ '

- merupakan harapan dan kebutuhan serta tuntutan eksas‘tens; moral dan etika

kebangsaan daia.m penegakan hukum secara kKonsisten

Kritik moral dan etika kebangsaan dalam penegakan hukum

masih dijunjung tinggi, sehingga masalah sebenarmya terietak pada

komitmen moral pelaksana penegakan hukum itu sendiri serta presepsi

89
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St pada set;ap aspek keszakan penegakan hukum dz indones;a

._.-_._._._,:.-__.:_:.-beﬂanjut selnng dengan p:l.’.OSIGS kemajuan .b.angsa”[tu .Sén.d.l.i”i” Kontﬂbusx
"":'_-"._'_'penegakan hukum yang konsusten sebaga:mana c:ita~c1ta UUD 1945 akan":“.{:-.'f:::'
i .memben percepatan pencapaian hasﬁ pembangunan yang d|harapkan
L Pada konde| sepertl lnalah part131pa8i masyarakat akan terwujud secaraf_ll:';.-.f-.';'-_ 
-.'ﬁ"._._alam:. mengakar secara mendaiam dan smerg;e dalam setlap aspek.'_"'fﬁf

“_-kehzdupan bermasyarakat berbangsa dan bemegara mendukung ter-f:.

wu;u_dnya__Keta_hanan-i\_laslonai yang un_gg_u!._ )

2. S:arah-'-Saran_
| Untuk'_'m_ewﬁj_u_d_kan:pen:egakan hukum yang konsisten sebagai sarana =

masyarakat yang memiliki MEK, disarankan :

Cita hukum Indonesia dan cita negara Republik Indonesia sebagai

panduan dan kekuatan dalam pengambilan kebijaksanaan penegakan

pejabat negara, wakil rakyat serta aparat penegak hukum agar

90

,‘;'smasyarakat terhadap pengeman morai dan etlka kebangsaan yang meleka‘t::'.f_.!_.f'._...' e

” "':”Pembudayaan hukum yang bermorai kebangsaan dlsetiap aspek_}":

hukum perlu penghayatan yang mendalam olen para pimpinan bangsa, |




-'-“’-_---_:_:__penanganan yang Sistematfs konseps;onal dan konsmten sebagaamanaf_ '

"_'__33.':{-'perat’" "an pemndang-undanga yang mengaturnya

. Perlu pemahaman semua p[hak tentang kewenangan pengenyam—"_}'__'-_;*.-:'”

__.:psngan penerapan hukum (deskresz dlporir remls| dll) yaﬂg hanya d'm”’k*

_-'-_oleh aparat penegak hukum harus mela¥u1 prosedur hukum yang berlaku:__;' :

S menc:egah tmdakan kesewenang-wenangan

Pendekatan manajemen moderen reeng:neenng yang d[dukung o!eh_"."_-'-' _':

ol -'-'iehnolog! mformas; berbasns computer akan memlfﬂ?l"i\(aya PFOS@S pr 0535-. i

'-.kerja sustem pelayanan (penegakan) hukum d: indonesia, sekailgus' N
mempermudah pengambilan keputusan/kebijakan penegakan hukum dalam

rangka peningkatan kualitas politik hukum Indonesia yang lebih kompetitif.

diharapkan dalam menciptakan situasi konduksif bagi terselenggaranya

penegakan hukum yang berkepastian, berkeadilan serta satunya presepsi
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